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ABSTRACT

Mortgage is one type of security right besides Mage, Pledge and Fiduciary. The

guarantee right is intended to guarantee the debtdebtor which gives the main right to a

certain creditor, namely the holder of the guaranight, to take precedence over other
creditors if the debtor defaults. This study focusa the mechanism for settling bad loans
with mortgage guarantees and the execution proeefdurmortgage guarantees in cases of
default in debt agreements with mortgage guaranf@es problem approach in completing

this research is by using the nature of the rebemarca descriptive analysis, namely by

describing the analysis of the executorial powemoftgage rights in the event of bad credit
(default) in the debt agreement submitted by thetaten case Number 24 / Pdt.G / 2012 /
PN.PKI .

Keywords. Mortgage, guarantee right, debt agreements, creditors

PENDAHULUAN
L atar Belakang

Di Era globalisasi ini membawa dampak yang sangatifikan terhadap aktifitas
ekonomi, baik dalam skala nasional , regional ,poay, global , Tak jarang seorang pebisnis
memutuskan untuk mengajukan pinjaman dana ke ptedentu seperti bank, badan
pembiayaan ataupun investor dalam hal ini peroranigal tersebut sangat membantu untuk
tumbuh kembang perekonomian, khususnya untuk peeky bisnis baik perusahaan swasta
maupun home industri guna mendapatkan modal unt@hgembangkan bisnis dan

usahanya. Adapun yang menjadi dasar pijakan dalatakokan kerjasama atau perjanjian
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maka tidak terlepas dari kontrak, meskipun hampifap kegiatan bisnis menggunakan
kontrak baku ( standart contract ) sebagai acuamtr&k baku dapat diartikan sebagai suatu
jenis perjanjian yang isi dan syarat-syarat peiganya ditetapkan secara sepihak oleh
pelaku usaha dan pihak lain atau konsumen tidakumijkinkan untuk menawar atau
menegosiasi isi dan syarat-syaratnya, kecuali depgdnan mau atau tidak (take or leave
it).> Sedangkan menurut pendapat Salim H.S, asas kelmebaskontrak merupakan suatu
asas yang memberikan kebebasan kepada para pituék un

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;

2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;

3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan peata@nya; dan

4

. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis ataar.

Perjanjian yang telah ditentukan undang-undangelbetts harus diterapkan sebagaimana
mestinya, karena jika tidak diterapkan, maka akih#&umnya adalah perjanjian-perjanjian
yang dibuat menjadi tidak sah, sehingga batal dbeokum, dan tidak menimbulkan
perjanjian (perjanjian dianggap tidak pernah &da).

Prinsip dalam hukum kontrak, yaitu bahwa satu patidn hukum atau satu tindakan
hukum wajib dibuat dalam satu kontrak saja, misaldglam perjanjian kredit ( perbankan )
jika debitur wanprestasi, didalam perjanjian kraeitsebut ada ketentuan memberi kuasa
untuk menjualkan barang jaminan, ada juga kuasakunengosongkan barang jaminan dari
para penghuni, contoh lainnya jika dibuat pengikatel beli, Substansinya cukup jual beli
saja atau dibuat pengikatan untuk menjual sahabstaosinya cukup yang berkaitan dengan
jual beli saham saja, sehingga didalamnya tidakupata kuasa atau persetujuan lainnya
untuk mengalihkan bidang tanah atau saham tersghaukontrak tersebut dibatalkan maka
harus jelas yang dibatalkan yang man, apakah patagikual belinya atau atau kuasanya
atau dua - duanyh.

Adapun menurut Pasal 1313 menyebutkan bahwa “Rienaadalah suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkanydirkepada satu orang atau lebih

lainnya”. Perjanjian dalam arti sempit adalah symrsetujuan dengan mana dua pihak atau

! UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumempergunakan istilah klausula baku

2 Salim HS. 2004. Perkembangan Hukum Jaminan di keslanJakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
® Muhammad Syaifuddin. 2012. Hukum Kontrak Memahamintéak dalam Perspektif Filsafat,
Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengaydakum Perikatan). Bandung: Mandar Maju.

* Dr. Habib Adjie, S.H., Mhum . Surabaya:Refika anfiga2011
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lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakamtsuhal yang bersifat kebendaan

dibidang harta kekayaan Sedangkan menurut pendapat Subekti, menyatakavebSuatu

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana sesedrangnji kepada seseorang yang lain atau

dimana dua orang itu saling berjanji untuk melak&an suatu hal tertentd”.

Sedangkan yang dimaksud dengan utang piutang samgaml perjanjian pinjam
meminjam, telah diatur dan ditentukan dalam BahigeeBelas Buku Ketiga KUHPerdata,
dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang secara jelas metkge bahwa, “Perjanjian Pinjam-
meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yatgraemberikan kepada pihak yang
lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang madnghkarena pemakaian dengan syarat
bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembagikprmlah yang sama dari macam dan
keadaan yang sama pula’Berikut beberapa pengertian Hutang yang dikemarkaiteh para
ahli adalah
- Menurut Munawir (2010:18) pengertian hutang adal@bagai berikut: Utang (Hutang)

“Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusdteggamada pihak lain yang belum
terpenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber ddaa modal perusahaan yang
berasal dari kreditor®.

- Menurut Hantono (2018:16) definisi hutang sebagaikiot: “Hutang adalah semua
kewajiban perusahaan yang harus dilunasi yang tisghagai akibat pembelian barang
secara kredit ataupun penerimaan pinjanfan”.

- Menurut Fahmi (2015:160) : “Hutang adalah kewajiflabilities). Maka liabilities atau
hutang merupakan kewajiban yang dimiliki oleh pilpgkusahaan yang bersumber dari
dana eksternal baik yang berasal dari sumber pamaperbankan, leasing, penjualan

obligasi dan sejenisnyd®.

Perjanjian hutang piutang dapat dijamin denganahaenda milik si berhutang baik
harta bergerak maupun tidak bergerak hal ini didalam pasal 1131 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai berikut “Seg§alzendaan si berutang baik yang

®> Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perdata Indon&sadung: PT Citra Aditya Bakti, Hal

290.

® Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermbiséd 1.

" Gatot Supramono, 2013, Perjanjian Utang Piutari@ria Kencana Prenada Media Group, Hal 9

8 Drs. S. Munawir. (2010).Analisa Laporan Keuangéogyakarta: Liberty

° Hantono. (2018). Konsep Analisa Laporan Keuangaigdn Pendekatan Rasio dan SPSS, Sleman:
Penerbit CV Budi Utama.

19 Fahmi, 1. (2015). Analisis Laporan Keuangan (KajnBandung: Alfabeta.
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bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sadahmaupun yang baru akan ada di
kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segal&a@nnya perseorangarDalam hal ini
peminjam yang berhutang disebut sebagai ( debitdan yang meminjamkan atau
memberikan piutang disebut ( kreditur ). Terjadinyang piutang biasanya diawali dengan
perjanjian baik secara lisan maupun tertulis, najikanperjanjian tersebut dilakukan dengan
lisan akan sulit membuktikannya dikarenakan tiddd bukti yang kuat, sehingga perjanjian
utang piutang sebaiknya dilakukan secara tertds dilaksanakan dihadapan pejabat yang
berwenang dalam hal ini salah satunya adalah s&aRAPAT ( pejabat pembuat akta tanah )
dengan mencatatkan jumlah nominal, tanggal, dantuvadecara rinci hal tersebut
dimaksudkan untuk memberikan bukti yang kuat skegaastian hukum bagi kedua belah
pihak antara kreditur dan debitur. Hal tersebuwdkiikan karena sering kali terjadi masalah di
antara kedua belah pihak misalnya saja kreditua limlah nominal yang dihutangkan,
debitur kabur atau sengaja menunda waktu pembayatam miskomunikasi lainnya yang
menyebabkan sengketa.

Rumusan Masalah
Permasalahan yang diangkat adalah :

a. Mekanisme penyelesaian kredit macet dengan jantia&nTanggungan
b. Prosedur eksekusi atas jaminan hak tanggungan deéemms wanprestasi dalam
perjanjian hutang piutang dengan jaminan hak tangg

METODE PENELITIAN
Tipe pendlitian

Tipe Penelitian Tipe penelitian normatif, yaitunpétian yang dilakukan dengan
mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapandadématuran Perundang-undangan
yang berlaku. Penelitian ini mengkaji perlindungatkum kepada pemegang hak tanggungan

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemahaman yang mendalam mengenai norma-normapssrgaturan tentang hak
tanggungan dikaji dengan mendasarkan pada pasangndUndang Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas M @eserta Benda - benda yang

berkaitan dengan tanah. Penelitian ini menggunakawlekatan perundang-undangan dalam
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hal ini Undang - Undang Republik Indonesia NomorTdhun 1996 Tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda - benda yakgita@ dengan tanah dan perjanjian

yang diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata.

Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam menyelesaikan peneliiialemngan menggunakan sifat
penelitian secara deskriptif analisis yaitu dengaenggambarkan analisis kekuatan
eksekutorial hak tanggungan apabila terjadi knegitet ( wanprestasi ) dalam perjanjian
utang piutang yang diajukan oleh debitur pada kdsusor 24 / Pdt.G / 2012 / PN.PkI.

Sumber Bahan Hukum
Sumber data yang digunakan dalam penelitian insumber pada data sekunder
yang relevan dengan isi penelitian. Data sekundeg yligunakan terdiri dari:

e Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yanggikat dan terdiri dari
norma-norma dalam peraturan perundang-undangamjrhaklat, yurisprudensi, dan
traktat.Bahan Hukum Primer yang terkait dengan penelinaantara lain:

e Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang mendulamgndmberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer atau penulisan parar gakum, buku-buku ilmu
hukum, dan artikel-artikel dari internet yang béida dengan ketentuan mengenai

hak tanggungan dan peralihan piutang.

Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum
Metode dalam pengumpulan data dilakukan melaluli #tepustakaan, yaitu berupa

kegiatan studi dokumen terhadap data sekunder untrkperoleh pengetahuan dasar
sehubungan dengan masalah yang akan dibahas. Kéfuastakaan dilakukan dengan

akses data yang dilakukan melalui internet.

Analisis Bahan Hukum

Data hasil penelitian ini di analisis secara katilfit Metode kualitatif adalah analisis
data dengan lebih menekankan pada kualitas atadarsidata tersebut, melalui data
sekunder yang sudah dikumpulkan dan diolah gunameskan kesimpulan penelitian.

Artinya data kepustakaan dianalisis secara mendaRemggunaan metode analisis
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secara kualitatif didasarkan pada obyek penelitaarg utuh. Metode kualitatif utamanya

bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yaegtohya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan

Berdasarkan ketentuan dari Pasal No. 4 Tahun 186érig Hak Tanggungan Pihak - pihak

yang ada dalam hak tanggungan terdiri atas :

- Kreditor adalah pihak yang berpiutang dalam suabhuhgan utang-piutang tertentu;

- Debitor adalah pihak yang berutang dalam suaturgdouutang-piutang tertentu;

- Pejabat pembuat akta tanah yang selanjutnya disdPAT adalah pejabat umum yang
diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan teaktanah, akta pembebanan hak
atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankahaHggungan menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

Implementasi pada Undang - Undang No. 4 tahun h®&®berikar(privilege) perlindungan
hukum kepada kreditur terhadap debitur nakal aedoitur yang beritikad buruk dikarenakan
pemberian kredit dengan jaminan hak tanggunganliseka, resiko utama yang harus
dihadapi kreditur adalah disaat terjadinya kreddicet yaitu debitur lalai atau wanprestasi (
inkarjanji ) dalam pengembalian utang, sehinggé akegara kreditur diberikan hak preferen

terhadap eksekusi jaminan dalam hal debitur cigejaatau wanprestasi.

Hak preferen adalah hak dari kreditur pemegang namitertentu untuk terlebih dahulu
diberikan haknya ( dibandingkan dengan kredituniga ) atas pelunasan hutangnya yang
diambil dari hasil penjualan barang jaminan hutsergebut. Kedudukan kreditur sebagai

penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan.

Pengaturan hak-hak privilege kreditor ini terdagatam Buku Il Bab XIX tentang
Piutang-piutang yang diistimewakan, yakni mulai &ak131 sampai Pasal 1149 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Bab tersebut terdi 8 (tiga) bagian yang mengatur
tentang hal-hal berikut.

a) Piutang-piutang yang diistimewakan pada umumnya;
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b) Hak-hak istimewa mengenai benda-benda tertentu;

c) Hak-hak istimewa atas semua benda bergerakdtnkiergerak pada umumnya.
Pasal 6, Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3), sertal R@sayat (2) dan (3) tentang Eksekusi Hak
Tanggungan Salah satu ciri Hak Tanggungan sebagdidga hak jaminan atas tanah yang
kuat, yaitu mudah dan pasti dalam pelaksanaanngagé&h demikian, hak eksekusi objek
Hak Tanggungan berada di tangan kreditor. Eksedias objek Hak Tanggungan ini juga
merupakan perlindungan hukum bagi kreditor khusaisapabila terjadi wanprestasi debitor,
yang ketentuannya diatur dalam Pasal 6, Pasaldi4(Ry (2), dan (3) serta Pasal 20 ayat (2)
dan (3), dimana berdasarkan ketentuan-ketentuasebigr dapat dijelaskan bahwa
pelaksanaan eksekusi dapat dibedakan menjadiad (tigcam, yaitu:

a) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 : Paradeutie atau
Lelang atas kekuasaan sendiri tanpa melalui Pelagadi

b) Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nofmdahun 1996: Eksekusi atau
Lelang dengan mengajukan permohonan kepada Pesmgadlegeri setempat,
berdasarkan irah- irah yang tercantum dalam deatifiHak Tanggungan yang
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengatusgu hakim yang
berkekuatan hukum tetap;

c) Pasal 20 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 4iTdi®96: Penjualan di bawah
tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatanagpésnberi dan penerima Hak
Tanggungan.

Adapun langkah awal yang dapat dilakukan oleh kwedadalah dengan memberikan

teguran ( somasi ) terhadap debitur selama tigay&a berisi:

Perintah untuk segera menyelesaikan seluruh tuaggedwajiban
Pemberitahuan mengenai tanggal jatuh tempo

Batas waktu melakukan pembayaran

o o T p

Pengenaan denda dan pencatatan nama dalam dafthtr bkermasalah pada Bank

Indonesia.

Sehingga apabila upaya tersebut tidak dihiraukah débitur maka debitur dapat dinyatakan

lalai atau wanprestasi.

Prosedur Eksekusi Atas Jaminan Hak Tanggungan Dalam Kasus Wanprestasi Dalam

Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Hak Tanggungan
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Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janjiukunmemberikan Hak
Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertgahg dituangkan di dalam dan
merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanji@mgipiutang yang bersangkutan suatu
perjanjian lainnya yang menimbulkan utang terseliain pemberian Hak Tanggungan
tersebut dilakukan dengan pembuatan Akta PembeétanTanggungan oleh PPAT (Pasal
10 ayat (1) dan (2) Undang--undang No. 4 Tahun 1996

Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan padatdfaPertanahan, dan sebagai
bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pendaftaranaffamenerbitkan Sertifikat Hak
Tanggungan yang memuat irah-irah DEMI KEADILAN BERSARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA (Pasal 13 ayat (I), Pasal 14 ayat (Bn (2) Undang-undang No. 4
Tahun 1996).

Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggumpgnjualan obyek Hak
Tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangandgkagan demikian itu akan diperoleh
harga tertinggi yang menguntungkan semua pihaka(P#s ayat (2) Undang-undang No.4
Tahun 1996). Pelaksanaan penjualan dibawah taegsebut hanya dapat dilakukan setelah
lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secatali®oleh pembeli dan/ atau pemegang Hak
Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingam dlumumkan sedikit-dikitnya
dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daenat) parsangkutan dan/ atau media massa
setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakaer&ian (Pasal 20 ayat (3) Undang-
undang No. 4 Tahun 1996).

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)bwdipuat dengan akta notaris
atau akta PPAT, dan harus memenuhi persyaratagadierikut:
1. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hulkam dari pada

membebankan Hak Tanggungan;
2. Tidak memuat kuasa substitusi;

3. Mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggunganaluotang dan nama serta
identitas kreditornya, nama dan identitas delapabila debitur bukan pemberi Hak
Tanggungan;

Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan berdasarkahZ2®afindang - Undang No.4 tahun
1996 ( UUHT ) menentukan 3 ( tiga cara eksekusi tdaggungan yaitu :
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a. Menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelanganum atas kekuasaan sendiri
dari pemegang Hak tanggungan pertama (Pasal 6 UUHT)

b. Menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan mmhberdasarkan titel
eksekutorial (Pasal 14 Ayat 2 UUHT) ;

c. Menjual Hak Tanggungan secara dibawah tangan senkkkn kesepakatan pemberi

dan penerima Hak Tanggungan (Pasal 20 Ayat 2 UUHT)

Dari ketiga cara tersebut, pihak kredituruagihak bank dalam hal ini melaksanakan
eksekusi dengan mengajukan permohonan penetamareksekusi Hak Tanggungan ke
Pengadilan Negeri. Pasal 20 Ayat 1 jo Pa$dl Ayat (2) UUHT, eksekusi Hak
Tanggungan dapat dilakukan dengan menggunakmrekagekutorial yang berbunyi "Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Bgalg tercantum pada sertifikat Hak
Tanggungan yang dimaksudkan untuk menegaskamyadkekuatan eksekutorial pada
sertifikat Hak Tanggungan, sehingga apabilatdelridera janji siap untuk dieksekusi
seperti halnya putusan Pengadilan yang telampemleh kekuatan hukum tetap,melalui
tata cara dan menggunakan lembaga parate exesetiuai dengan Hukum Acara
PerdatdSetelah dilakukan pelelangan terhadap tanah ydmepdni Hak tanggungan dan
uang hasil lelang diserahkan kepada Kreditur, nelatanggungan yang membebani tanah
tersebut akan diroya dan tanah tersebut akan Hissrasecara bersih, dan bebas dari semua
beban, kepada pembeli lelang.

Hal ini berbeda dengan penjualan berdasarkanyamjik menjual atas kekuasaan sendiri
berdasarkan Pasal 1178 ayat (2) BW, dan Pasald@t{2)ye UU No. 4 Tahun 1996 yang juga
dilakukan melalui pelelangan oleh Kantor Lelang &lagatas permohonan pemegang hak
tanggungan pertama, Janji ini hanya berlaku untrkggang Hak tanggungan pertama saja.
Apabila pemegang hak tanggungan pertama telah negmanji untuk tidak dibersihkan
(Pasal 1210 BW dan pasal 11 ayat (2) j UU No. 4uhah996 tentang Hak Tanggungan),
maka apabila ada Hak tanggungan lain--lainnya dasil Helang tidak cukup untuk
membayar semua Hak tanggungan yang membebani tamah bersangkutan, maka hak
tanggungan yang tidak terbayar itu, akan tetap nebanti persil yang bersangkutan,
meskipun sudah dibeli oleh pembeli dan pelelangangysah. Jadi pembeli lelang
memperoleh tanah tersebut dengan beban-beban hggutagan yang belum terbayar.

1 salim HS,Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), him.189
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Terlelang tetap harus meninggalkan tanah terseantapabila ia membangkang, ia dan
keluarganya, akan dikeluarkan dengan paksa.

Dalam hal lelang telah diperintahkan oleh Ketuadadilan Negeri, maka lelang tersebut
hanya dapat ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Nege tidak dapat ditangguhkan
dengan alasan apapun oleh pejabat instansi laien&delang yang diperintahkan oleh Ketua
Pengadilan Negeri dan dilaksanakan oleh Kantor ngeldlegara, adalah dalam rangka
eksekusi, dan bukan merupakan putusan dari Kamiang Negara®

Penjualan (lelang) benda tetap harus di umumkankdli dengan berselang lima belas
hari di harian yang terbit di kota itu atau kotangaberdekatan dengan obyek yang akan
dilelang (Pasal 200 ayat (7) HIR, Pasal 217 RBg).

Setiap pelaksanaan lelang yang dilakukan olehbBejeelang harus dibuatkan Berita
Acara Lelang (Risalah Lelang),“Risalah Lelang adddarita acara pelaksanaan lelang yang
dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan aktan@kitelan mempunyai kekuatan
pembuktian sempurna’Risalah lelang merupakan landasan autentifikasjualan lelang,
berita acara lelang mencatat segala peristiwa i@rmayli pada penjualan lelarigalam berita
acara lelang tersebut berisikan uraian mengenaalsegesuatu yang terkait dengan
pelaksanaan pelelangan atau penjualan umum yarakukdn oleh Pejabat Lelang.
Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa a@&g8) unsur esenselia agar terpenuhi
syarat formal suatu akta autentik, yaitu:

1. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;

2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum,;

3. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umamg Yperwenang untuk itu dan

di tempat dimana akta itu dibuat.
4. Suatu akta merupakan akta autentik, maka aktabigrseempunyai 3 (tiga) fungsi
terhadap para pihak yang membuatnya yaitu:
a) Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkulam neengadakan perjanjian
tertentu;
b) Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang iedalam perjanjian adalah
menjadi tujuan dan keinginan para pihak.

12 pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peraditndd&a Umum dan Perdata Khusus, Buku I,
Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, 8Ir92.
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c) Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa tanggaknier kecuali jika
ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadalkajargian dan bahwa isi
perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para. pihak

Dalam definisi tersebut diketahui bahwa suatu aktpat dikatakan sebagai akta autentik
yakni harus memenuhi syarat-syarat yang dibuatddantukan oleh Undang-Undang, dibuat
oleh seorang pejabat atau pegawai umum yang bengematuk membuat akta tersebut
ditempat di mana akta dibuat. Setelah risalah tel@nsebut diterbitkan oleh pejabat dari
Kantor Lelangmaka hak atas tanah dan atau bangunan tersebbt kelpindah dari

pemegang hak semula kepada pembeli lelang sebagaegang hak baru, sehingga
pemegang hak baru atau pemenang lelang dapat segktieukan pendaftaran peralihan hak

milik yang diperoleh melalui pelelangan.

Kesimpulan

1. Hak Tanggungan adalah salah satu jenis dari hakgmdisamping Hipotik, Gadai dan
Fidusia. Hak Jaminan dimaksudkan untuk menjamimgutaeorang debitor yang
memberikan hak utama kepada seorang kreditor tartgaitu pemegang hak jaminan
itu, untuk didahulukan terhadap kreditor-kredit@inl apabila debitor cidera janji,
sedangkan Wanprestasi sendiri dapat diartikan selimtak terlaksananya kewajiban
untuk membayar hutang pada jangka waktu yang sddatapkan sebelumnya dalam
perjanjian yang telah disepakati. Pada umumnya rweatgsi baru terjadi jika debitur
dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinpaka wanprestasi adalah suatu
keadaan dimana seorang debitur berhutang tidak mdmatau melaksanakan prestasi
sebagaimana telah disepakati dan ditetapkan dalato perjanjian. Upaya yang dapat
dilakukan oleh Kreditur adalah dengan mengajukaatpaeksekusi melalui balai lelang,
kekuatan eksekutorial dalam lelang dipakai untukgpéhan hak tagih ( piutang, aset
kredit). Karena lelang mempunyai banyak keungguldiantaranya transparan dan
akuntable. Harga yang terbentuk akan bisa dipegtamgjawabkan, sehingga Penjual
akan terlindungi dari masalah hukum yang akan miwtidcemudian hari.

2. Tanggungjawab Hukum Para Pihak dalam PerjanjiandiKrdengan Jaminan Hak
Tanggungan Tanggung jawab hukum para pihak dalajangian kredit dengan jaminan
Hak Tanggungan diantaranya adalah setelah pihakudebenerima kredit dari kreditur

maka debitur bertanggung jawab untuk mengembalikadit yang diberikan oleh
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kreditur sesuai dengan ketentuan yang telah disgipaleh kedua belah pihak dalam
perjanjian. Pihak debitur menyerahkan sertifikattayang dijaminkan dan tidak dalam
sengketa, bebas dari sitaan, tidak sedang dijamjnkiak sedang disewa belikan/leasing
dan tidak sedang diperjualbelikan kepada pihak leamggung jawab hukum para pihak
dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tangguongleh pihak kreditur adalah
setelah menerima 14 jaminan berupa Hak Tanggungardebitur maka pihak kreditur
bertanggung jawab untuk mencairkan dana ( kredipakia debitur sebagaimana telah
disepakati olen kedua belah pihak dalam perjanjiaeditur wajib mengembalikan
obyek jaminan Hak Tanggungan berupa sertifikathiayeng dijaminkan oleh pemberi
Hak Tanggungan atau selaku debitur apabila pinjakradit telah lunas. Kreditur
berkewajiban untuk menyerahkan sisa uang penjwddanhasil melelang atau menjual
obyek jaminan Hak Tanggungan jika masih ada. Apabiéditur tidak melaksanakan isi
perjanjian sebagaimana telah disepakati maka tatdagmksi yang harus dilaksanakan
oleh pihak kreditur berupa pengembalian dan sasdsksi lain yang telah diatur dalam
perjanjian dan telah disepakati oleh kedua bel&lakpiMengenai hak dan kewajiban
para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminak Hanggungan bahwasannya pihak
kreditur berkewajiban memberikan kredit kepada tebi Sedangkan debitur
berkewajiban untuk mengembalikan kredit kepadaitre@tas pinjaman kredit modal

usaha sebagaimana telah disepakati oleh kedua bk
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KEABSAHAN PERKAWINAN SIRI DITINJAU DALAM PERSPEKTIF
HUKUM INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Beni Agus Saputro®, Arga Andhika Putra Wibawa? , dan Suwardi®
Universitas Narotama Surabaya
benia7226@gmail.comargaandhika28@gmail.cérdan suwardi@narotama.aé.id

ABSTRACT

Often discussed about a marriage both accordirtetaview of Islamic law and the view of
Indonesian law. The meaning of marriage in quedgsidhat it is a form of implementation of
the Sunnah of the Prophet based on the applicslalmic law and one of the biological needs
of humans that must be fulfilled by nature and &las been regulated in legal arrangements
in Indonesia. Issues that arrangements in Indondsgues that are increasingly rife,
especially the existence of unregistered marriageghich can be described as marriages on
the basis of liking each other without presentiegesal withesses as the validity of the
marriage. The problems that arise from this desonpare, first, what is the validity of betel
marriage according to Islamic law and second, eothe validity of betel marriage according
to Indonesian law. This study aims to reveal thiditg value of an unregistered marriage
from Islamic law and applicable law in IndonesidisTresearch uses a statutory approach,
and a conceptual.approach.

Keywords. marriage, ISamic law, Indonesian law, unregistered marriage

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai status perkawinan, secara hayflamanusia yang cukup usia
dan matang dalam segi kedewasaanya diwajibkan umuikah. Sebab menikah merupakan
salah satu bentuk menunaikan ibadah khususnya usagt Islan® Dalam ajaran Islam,
perkawinan merupakan suatu bentuk dari sunnah Rasgldimana untuk melaksanakannya
didasarkan pada tanggung jawab, keikhlasan, sedagimdahkan ketentuan-ketentuan
hukum Islam yang berlaku. Merujuk pada dimensi mukdi Indonesia sendiri perkawinan
diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang dirubah nairjdJ No. 16 Tahun 2019.

Mengenai perkawinan, selain dari tuntunan ajaraameag Islam, pada saat orang
melakukan pernikahan/perkawinan, dia bukan sajailikékeinginan memenuhi kebutuhan
biologisnya yang secara kodrat memang harus disaluiSebagaimana kebutuhan lainnya
dalam kehidupan ini, kebutuhan biologis sebenajoga harus dipenuhi. Maka dari itu,
Agama Islam juga telah menetapkan bahwa satugagalan untuk memenuhi kebutuhan
biologis manusia adalah hanya dengan melaksanakaikahan.

! Beni Agus Saputro, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, NIM. 02119018
2 Arga Andhika Putra Wibawa, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, NIM. 02119043
? Mendengarkan materi yang disampaikan oleh Abah uru Agama Islam SMAN 22 Surabaya.
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Mengenai perbedaan antara pernikahan dengan pedawsecara istilahnya nikah
berasal dari bahasa Arab, yaitg4<il), namun ada juga yang mengatakan perkawinan
menurut istilah figh dipakai perkataan nikah darkpgan zawaj. Sedangkan menurut istilah
di Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerdpdibedakan antara pernikahan dan
perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawatem pernikahan hanya berbeda terletak
dalam menarik akar katanya séja.

Dalam ajaran Islam mensyari'atkan mengenai peraikéduatu perkawinan untuk
membentuk suatu kehidupan keluarga sebagai sanima mencapai kebahagiaan hidup.

Dalam ajaran Islam juga mengajarkan pernikahan padan suatu peristiwa yang
patut disambut dengan rasa syukur dan hati gemisiean telah memberikan konsep yang
begitu jelas tentang tata cara ataupun proses lsgimraikahan yang berlandaskan pada Al-
Qur'an dan As-Sunnah yang shahibalam perkawinan itu sendiri, ada istilah yanga kit
kenal yaitu istilah poligami, yang dimana istilabligami tersebut dimaksudkan perkawinan
yang salah satu pihak khususnya laki-laki memiplesangan atau mengawini mempelai
wanita dalam waktu yang bersamaan.

Dengan adanya perkawinan tentu saja diperlukanusuwaitdang-undang yang
mengatur adanya perkawinan dan hal tersebut tedwvsgjak diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Majmabangsa Indonesia telah
memiliki satu sistem hukum perkawinan bersidatiored dan diberlakukan bagi seluruh
bangsa Indonesia sendiri. Perkawinan siri merupddaruk ajaran hukum islam dan jika
dipandang menurut hukum perkawinan nasional Indangserkawinan siri tergolong
perbuatan yang dilarang oleh hukum perkawinan. ®ebna itu perkawinan siri merupakan
konflik norma antara hukum islam dan hukum perkawisehingga keberadaan perkawinan
siri yang berkembang di masyarakat menuai pro datr&.

Adapun faktor penyebab berkembangnya perkawinaargara lain :

1) Adanya tindakan untuk menyelamatkan masing-masanigp@rbuatan zina

2) Kurang pemahaman sebagian masyarakat terhadap ginddang
perkawinan

3) Adanya keberanian sebagian masyarakat untuk mes@kahtanpa
sepengetahuan pihak yang berwenang

Teori Keabsahan Hukum
Keabsahan hukum dalam kanmsford Legal Validity didefiniskan sebagai :

For aruleto become a legal rule, it hasto be legally valid. For law to become a legal
law, it has to be legally valid. Smialarly, a valid rule is a rule and an invalid rule is not a
rule. This chapter discusses the legal validity of rules. The first section explains the nature of
legal validity and the validity of rules. The chapter also discusses systemic validity, wherein it
is shown that the justification view of legal validity is compatible with the dependence on
factual sources. It furthermore examines the other difficulties of the justification view found

* Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Rerien, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 62.
®> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah. Pernikahandikmahnya Perspektif Hukum Islam. Jurnal
Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol. 5, No. 2, Baber 2014.
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in the interpretation of detached legal system, and includes a discussion of legal validity
within the context of positivism.®

Apabila diterjemahkan mengandung makna :

Agar suatu aturan menjadi aturan hukum, aturaebetsharus absah secara hukum. Agar
hukum menjadi hukum yang absah ia harus sah se&ara. Demikian pula, aturan yang
valid adalah aturan dan aturan yang tidak validablah aturan. Bab ini membahas tentang
keabsahan hukum peraturan. Bagian pertama mergeldsiktang hakikat sahnya hukum dan
sahnya kaidah kaidah. Bab ini juga membahas keabsséfcara sistematik, sebagaimana
terlihat pandagan pembenaran keabsahan hukum sesugan ketergantungan pada sumber-
sumber factual. Selanjutnya mengkaji kesulitan-kigsu lain dari pandangan pembenaran
yang ditemukan dalam penafsiran sistem hukum @npigan termasuk pembahasan tentang
keabsahan hukum dalam konteks positivisme

Keabsahan hukum memiliki kesamaan arti dengan kepatukum. Mengingat
bahwasanya keabsahan hukum sangat erat kaitanmgarddwukum positif yang dianut
negara Indonesia, maka hukum yang berlaku adalkbinhyang telah ada dan dinyatakan
sah tertuang dalam undang-undang ataupun perdartahs.

Dengan demikian kesimpulan pemaknaan keabsahanmhukuuju pada peraturan
hukum yang telah berlaku, nyata dan pasti. Pemaknmesngenai keabsahan hukum sangat
penting dimasukkan dalam penelitian karena yangjadewbjek dari penelitian ini adalah
tolok ukur suatu perkawinan secara siri dalam hukslam maupun hukum Indonesia yang
perlu untuk ditinjau.

Teori Berlakunya Hukum Islam

Hukum islam masuk ke Indonesia ketika masyaraktdtiedengan system yang berlaku
berupa peraturan adat-adat masyarakat setempatdieemagama islam datang sehingga
melebur menjadi satu dengan penuh kedamaian tatgeya konflik diantara kedua sistem
tersebut.

Setidaknya, ada lima teori mendasar berlakunyarnuklam di Indonesia, yaitu :

1) Teori Kredo atau Syahadat
Teori ini mengharuskan pelaksanaan hukum islam Imagieka yang telah
mengucapkan syahadat sebagai konsekuensi logisbeztaku dimanapun hukum
islam diberlakukan dan selamanya terikat untuk ksalaakan hukum islam baik
di wilayah hukum islam tidak diberlakukan (teoririt@rialitas dan non
teritorialitas).

2) Teori Receptio In Complexu
Teori ini menyatakan pemberlakuan penuh bagi pdmayjiama islam meskipun
dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan didgdamaori ini diberlakukan
pada zaman VOC sebagaimana sangat membatu pephlagias pedoman dalam
menyelesaikan urusan hukum pribumi yang tinggarddtekuasaan VOC.

3) Teori Receptie

® Joseph Raz, Legal Validity, Oxford Scholarshipi@e| diakses melalwiww.OxfordScholarship.copada
tanggal 30 Januari 2023
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Teori ini memberlakukan hukum islam sebagai hukdat.areori ini sangat amat
berpengaruh dalam perkembangan hukum islam di Bslarhingga tiba zaman
kemerdekaan Indonesia. Istilah adat digunakan umekunjukkan hukum yang
mengendalikan masyarakat Indonesia. Terlepas darydtaan sejarah, hukum
islam telah menyatu dengan adat kebiasaan hukugsddndonesia.

4) Teori Receptie Exit
Teori ini menjadi cikal bakal teori receptie tidakberlakukan dengan alasan
bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Teorib@mlaku setelah pasca
proklamasi kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undaagar 1945, maka
negara membebaskan penduduk dalam memeluk agamaakspercayaannya
masing-masing.

5) Teori Receptie a Contrario
Teori ini merupakan perkembangan dari teori regepéxit yang secara harfiah
bermakna hukum adat berlaku bagi orang islam jikalzgkum adat tersebut tidak
bertentangan dengan agama islam. Teori ini mendiklnlpemberlakuan hukum
islam daripada hukum adat dikarenakan hukum adat degpat dilaksanakan jika
tidak bertentangan dengan hukum islam. Teori igajberlaku dan diakui oleh
agama lain yang tercantum dalam peraturan perungiagigngan di Indonesia.

METODE PENELITIAN
Tipe penedlitian

Penelitian hukum yang dilakukan berdasar pada mumdrmatif. Metode penelitian
yuridis normatif merupakan prosedur penelitian dmiuntuk mengungkapkan kebenaran
berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi norfng#i.” Oleh karena itu penelitian hukum
ini difokuskan mengkaji penelitian hukum mengenaiding atau norma dalam hukum
positif ditinjau menurut hukum islam dan hukum Indsia.

Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengamtuk normatif terbagi menjadi 2
(dua) macam pendekatan penelitian yaitu diantaranya

1) Pendekatan Konseptual
Pendekatan ini digunakan untuk penelitian normabeekaitan dengan objek
penelitian yang terteran adalah beberapa pemaknaagenai kompilasi hukum-
hukum islam yang tercantum dalam penelitian

2) Pendekatan Perundang-Undangan
Pendekatan ini digunakan untuk penelitian nornisgrkaitan erat dalam landasan
dasar hukum yang menjadi bagian tak terpisahkamdpkenafsiran objek hukum.

Bahan Hukum
Bahan hukum dalam peneliyian ini menggunakan :

1) Bahan Hukum Primer

" Johnny Ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukumrhatif, Banyumedia Publishing, Malang, 2005, him. 5
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Bahan hukum primer besifat autoritatif yang bernsakrempunyai otoritas terdiri
dari perundang-undangan, catatan resmi, atau hisalalam pembuatan
perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun blahlmm primer dalam
penelitian ini meliputi :
I.  Burgerlijk wetboek wvoor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata)
ii.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawina
iii.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
iv.  Al-Quran
v. Hadist-hadist

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berisi dari pembahasan paka-duku teks, jurnal-jurnal,
pendapat para sarjana dan kasus-kasus hukum ypagdigeroleh melalui media elektronik
maupun media cetak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Keabsahan perkawinan sirih menurut pandangan hukum islam

Suatu perkawinan yang digunakan menjadi dasar igagid yaitu firman Allah SWT
dalam surat An-Nisa ayat 3 dan Surat An-Nuur agagehg artinya sebagai berikut :

Surat An-Nisa ayat 3 :

Com AT S 57 AT L Gl oL 5T 5058 L o Ja % (i e 2 A (J0ad e 1335 Y 5
Gle ¢o8 J8 TS A () aliad

Artinya : “ Nikahilah oleh kalian wanita-wanita {{h yang kalian senangi dua, tiga, atau
empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak akan ddeataku adil, maka (nikahilah) seorang
saja, atau budak-budak yang kalian miliki

Surat An-Nuur ayat 32

fle fns A 5*4md (0 1 2502 21588 15 K0 1) &) 5 ollie (s Conlially s (2T 40 5

Artinya : “Dan kawinlah orang-orang yang sendirtdantara kamu dan orang-orang yang
layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang pet@m Jika mereka miskin Allah
akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dar AMlaha Luas (pemberian-Nya)
lagi Maha Mengetahui”

Dasar pemikiran tersebut dapat dipandang sepiatasdy perkawinan adalah merupakan
persetujuan saja dalam masyarakat antara seori@kgdan seorang perempuan dalam hal
sewa-menyewa, jual beli, tukar menukar dan lairagaimya, Apabila diantara keduanya
menghendaki maka terjadi kesepakatan untuk mesa@aiia peraturan hukum yang berlaku
baik mengenai hak dan kewajiban selama hidup bgstarg.

Ditinjau dari aspek sosial, perkawinan menjadi suabmen penting atau istimewa dalam
kehidupan manusia, dimana dua orang yang tidak hkénmubungan apapun hingga
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memiliki ikatan suami istri hingga jenjang hubundegkerabatan. Sehingga agama islam
memandang perkawinanan merupakan momen yang disakan.

Disisi lain banyak yang berpendapat bahwa orang ysrnah melakukan perkawinan
atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedmdykag lebih dihargai daripada
yang belum kawin. Khususnya bagi kaum wanita kareglain menjadi istri tentu saja
mendapatkan hak-hak tertenti dan dapat melakukadtakan hukum islam yang tadinya
masih terbatas masih dibawah pengawasan orangatfiany

Dari pandangan masyarakat tersebut banyak dijupgr&iawinan sirri, baik dalam desa
maupun kota dengan status berpendidikan tinggi oraupndah.Pendapat tersebut juga
dikemukakan bahwasnya perkawinan sirri dilakukaehadrang-orang Bergama islam yang
telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perk@awyang sah tetapi tidak tercatatkan
pada pejabat pencatat nikah, sebagaimana diatamddindang-Undang Nomor 1 Tahun
1974. Dengan tidak tercatatkan perkawinan sirri antilak terdaftar pada akta negara.
Perkawinan sirri merupakan bagian hukum islam, nsjeaat-syarat dan rukun-rukun yang
harus dipenuhi harus sesuai dengan perkawinan gajama islam sebagaimana disebutkan :

1) Rukun Perkawinan
a) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinaity yaempelai
lelaki dan mempelai perempuan
b) Adanya wali
c) Adanya dua orang saksi
d) Dilakukan dengan sighat tertentu
2) Syarat Sahnya Perkawinan
a) Syarat-syarat pengantin pria
i.  Beragama islam dan jelas lelaki
ii.  Lelaki itu diketahui orangnya
iii.  Calon mempelai lelaki jelas halal kawin dengan icadtri
Iv.  Calon mempelai lelaku kenal pada calon istri
v. Calon suami tidak dipaksa untuk melakukan perkamwina
vi.  Tidak sedang melakukan ihram
vii.  Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan cston
b) Syarat-syarat pengantin wanita
i. Beragama islam dan jelas wanita
ii.  Wanita itu diketahui orangnya
iii.  Halal bagi calon suami
Iv.  Wanita itu tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan
v. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tickdtam
‘iddah
vi. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh
c) Syarat-syarat wali
i. Beragama Islam
ii.  Laki-laki
iii.  Baligh
iv. Berakal
v. Tidak dalam keadaan dipaksa

8 Ny. Soemiati (1982). Hukum Perkawinan Islam daml&ig-Undang Perkawinan (undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan), (Yogyakarta;LijeHym 11
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vi.  Tidak dalam keadaan ihram haji
d) Syarat-syarat saksi
I. Berakal
ii.  Baligh
iii.  Merdeka
iv. Islam
v. Kedua orang saksi mendengar
e) Syarat-syarat ljab Kabul
I.  ljab dan Kabul di dalam satu majelis
ii. Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab danuKghng
merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad
iii. ljab dan Kabul dapat didengar baik oleh keda bplabk dan
dua orang saksi
iv.  Dalam suatu sighat dua elemen, pertama ucapaulajatwali
atau wakilnya dengan kata zawwajtuka atau amkahtuika
kedua sighat qabul dari calon mempelai lelaki yang
bersambungan dengan sighat ijab dengan ucapanrsga bi
dengan kata taxawwajtu atau nakahtu.

Keabsahan perkawinan sirih menurut pandangan hukum Indonesia

Perihal mengenai perkawinan siri atau sah nya quekawinan, Secara etimologi kata
“sirri” berasal dari bahasa Arab, yaitu “sirrun” nga artinya rahasia, sunyi, diam,
tersembunyi. Di Indonesia sendiri kawin siri senmaaai diperbincangkan bahkan dihelat di
berbagai kalangan masyarakat. Pada umumnya, pedawiri merupakan perkawinan yang
tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).ngakemudian prosesi akad nikah
dilaksanakan oleh pihak keluarga pengantin pri@admea pengantin wanita, tanpa dihadiri
oleh pejabat KUA Departemen Agama*Rerkawinan siri bisa terjadi kepada seorang yang
belum pernah menikah baik dari laki-laki maupun Meakarena ada persyaratan yang tidak
terpenuhi oleh kedua belah pihak yang di antaramyia; belum mencukupi dan terjadi hamil
diluar nikah. Oleh sebab itu, perkawinan terseiolatkt bisa didaftarkan pada pejabat pencatat
nikah karena kendala usia yang kurang. Kemudiarbela pandangan dari segi kebijakan
peraturan di Indonesia, yang dimana terjadinya ipahan siri ini disebabkan pihak
pengantin pria dan wanita tersebut ingin menghim@ar Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 ayat (1)akgwUndang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: “Padsnysadalam suatu perkawinan,
seorang pria hanya boleh mempunyai seorang iSteorang wanita hanya boleh mempunyai
seorang suami®® Namun, ada pengecualian dalam Pasal 3 ayat (2nd¢prdndang Nomor 1
Tahun 1974 dijelaskan bahwa: “Pengadilan dapat reen#n kepada seorang suami untuk
beristeri lebih dari seorang apabila dikehendadhqiihak-pihak yang bersangkutan”.

Dalam masa pluralisme hukum perkawinan, sebeluatagikannya undang-undang
perkawinan yang sekarang, para masyarakat tundigkataran BW (Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata), hanya mengakui bahwa suatu perkawianyalah suatu perbuatan

° Addin Daniar Syamdan, Djumadi Purwoatmodijo, “Asjpaikum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya”.
Jurnal NOTARIUS, Vol. 12 No. 1 Tahun 2019.

19 pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Rénia.

" pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Réni.
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keperdataan saja yang menganggap acara-acara kesaggang dianut kedua belah
mempelai hanya suatu formalitas belaka sehingda $arangan terhadap pejabat agama
untuk melaksanakan perkawinan sebelum prosedurdaeanya dipenuhi. Berdasarkan
pasal 26 BW menyatakan :

Undang-Undang memandang suatu persoalan dalamvgedn hanya dalam
hubungan keperdataan saja. Bagi golongan yangdraegslam sekalipun tidak tegas
mengakui perkawinan hanya dalam hubungan keperdatga. Bagi golongan yang
beragama islam sekalipun tidak secara tegas mengaiawian tetap dipandang sebagai
suatu perbuatan keagamaan dan perosedurnya daarnat@ya harus dilaksanakan sesuai
hukum islam.

Syarat sah suatu perkawinan dari sudut pandareyd&iaan apabila sudah terdaftar
atau tercatat dalam Kantor Catatan Sipil, selamieapenan belum terdaftar atau tercatat
maka belum dianggap sah menurut hukum sekalipuakagrang melangsungkan
perkawinan memenuhi prosedur dan tata cara daléantkan agama, sehingga timbullah
istilah “Anak Haram Perdata” disamping ketentian hukum islam atau menurut rietzan
hukum agama.

Didalam buku K.Wantjik Saleh,S.H “Hukum perkawindndonesia” dikatakan
bahwasanya:

“Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinanpmeyai akibat hukum. Adanya
akibat hukum penting sekali hubungannya dengan ysalperbuatan hukum itu. Suatu
perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sapanmmamnya, maka anak yang lahir
dari perkawinan itu merupakan anak yang tidak $ah.”

Membahas mengenai perkawinan siri menurut perdpéktkum suatu negara
khususnya Indonesia, ditinjau dari Undang-Undangkgwnan, maka pekawinan siri
dianggap tidak sah, dikarena pada Pasal 2 aydtrfdang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan memang mengatur bahwa: “Perlawadlalah sah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepemayadtu”'® Secara harfiahnya,
perkawinan siri memang sah dilakukan secara agaidken tetapi, dalam perkawinan siri
tidak memliki kekuatan hukum dan oleh karenany&aeman siri dianggap tidak pernah
ada dalam catatan negara. Dengan kata lain, peraveiri tidak diakui oleh negara. Serta
perkawinan siri tidak tercatat dalam Lembaran NegaN) berupa akta pernikahan.

KESIMPULAN

Jadi, pada kesimpulan makalah ini adalah progeelaksanaan suatu perkawinan wajib
memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukarenkudian syarat sah nikah/perkawinan di
antaranya harus beragama Islam, bukan mahram,akadi nikah, sedang tidak ihram atau
berhaji, dan bukanlah suatu paksaan dalam perkawikamudian perkawinan siri bisa
terjadi kepada seorang yang belum pernah menikiahdba laki-laki maupun wanita karena
ada persyaratan yang tidak terpenuhi seperti yamgtdranya; usia belum mencukupi dan
terjadi hamil diluar nikah. Oleh sebab itu, perkaavi tersebut tidak bisa didaftarkan pada

12K, Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, &k Ghalia Indonesia, 1976), him 15
13 pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Rénia.
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pejabat pencatat nikah karena kendala usia yangngurMenurut dimensi hukum di
Indonesia, terjadinya pernikahan siri ini disebaibgéak pengantin pria dan wanita tersebut
ingin menghindar dari Undang-Undang Nomor 1 Tamirdltentang Perkawinan.

Secara harfiahnya, perkawinan siri memang salkukn secara agama islam. Akan
tetapi, dalam perkawinan siri tidak memliki kekuataukum dan oleh karenanya perkawinan
siri dianggap tidak pernah ada dalam catatan negarana tidak tercatat dalam Lembar
Negara (LN) berupa akta pernikahan. Bagi yang nselatkan perkawinan siri akan
dikenakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19#S adasar pelanggarannya
dikarenakan tidak mendaftarkan perkawinan padaaatinvukum di Indonesia. Mengenai
status sosial akan berakibat hukum pada anak dgarkawinan siri, disamping itu
perkawinan siri tidak menjamin kepastian hukum bagi suami istri maupun anak-anaknya
serta dapat anggapan negative dari masyarakatsgtem
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ABSTRACT

This legal issue is case study on the dismissalAsWvanto’s Judge based on the
recommendation of the House of Representative (DFR¢ focus of this research is to

analyze the issue of the legal status of dismiasdl resulting legal consequences. Legal
study of this case is analyzed from three perspectiamely the perspective of normative
law, administrative law, constutional law. This m®rmative’s research through statute
approach, case approach, and conceptual approhehe$ults of this research show that the
dismissal Aswanto’s Judge is contrary to normataxe, which is based on the UUD 1945

and Law on the Constitutional Court. However, ttegus of his dismissal remains legally and
has legal force because it is bound by Presidem&iree (Keppres). Likewise, when

referring to the doctrine of constitutional law,jstlpractice can be called a constitutional
convention.

Keyword: Judge of Constitutional Court, Dismissal, Hous®epresentative (DPR)

PENDAHULUAN
L atar Belakang

Negara merupakan organisasi yang melembagakan iflumgsi kekuasaan dalam
struktur organisasi sebagai gejala universal unsatusia yang mengikatkan diri untuk hidup
bersama dalam wadah negar@istem ketatanegaraan Indonesia menerapkan wliika
melalui sistem pemisahan kekuasaan, yaitu kekuasagara dipisah menjadi tiga lembaga
kekuasaan yang saling mengimbangi dalam s uatu ysolg disebut dengachecks and
balances Meskipun pada zamana sekarang konsep triaskaohtiengalami perkembangan,
sehingga tidak lagi murni sebagaimana trias palitikang dari awal digagas oleh
Monstesquieu. Konsep trias politika berkembang adirquadru-politica yang mencakup
empat cabang kekuasaan daliaer-structure of powet Keempat cabang tersebut meliputi;
eksekutif, legislatif, yudikatif, dan cabang camgpuatau fungsi campur sari yang dipadukan

Jimly AsshiddigieHierarkhi Norma HukumKonpress, Jakarta,2020, him. 193,
2 .
Ibid
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dalam satu lembaga, badan, atau komisi-komisinerteeperti Komisi Pemilihan Umum
(KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan KoResnberantasan Korupsi (KPK), dan
sebagainya.

Mengacu pada konsep trias politika, bahwa ketigablga negara yang terpisah itu
memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda denpgasisi kedudukan yang sejajar.
Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif berattdam garis kedudukan horizontal, yang
hanya tunduk pada aturan hukum negara dalam hdlsebut sebagai konstitusi. Tidak ada
satu lembaga yang membawahi bahkan menginterveksiakaan kelembagaan yang lain.
Semua berada dalam kedudukan yang sejajar dengaedpan tugas pokok dan fungsinya
masing-masing. Dalam format kelembagaan negarandonkesia, lembaga tinggi dari
eksekutif adalah Presiden dan Wakil Presiden, igislatif ada DPD, DPR, dan MPR,
sedangkan dari yudikatif lembaga tingginya adalahhkdmah Agung (MA), Mahkamah
Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial. Semua lembagagara dan format kelembagaannya
diatur dalam sebuah konstitusi sebagai hukum ggtimegara. Dengan demikian, dapat
disebut bahwa lembaga tinggi negara hanya tundokbdeada dibawah kedaulatan hukum

atau konstitusi.

Sebelum reformasi konstitusi pada tahun 1999, siruketatanegaraan Indonesia
bercorak hierarkhis, yaitu menempatkan Majelis Resyawaratan Rakyat (MPR) sebagai
puncak struktur hierarkhi kelembagaan negara. MBRBkihi sebagai penjelmaan seluruh
rakyat Indonesia, meskipun waktu itu, unsur-uns&wmposisi, dan rekruitmennya tidak
secara sungguh-sungguh merepresentasikan keteawadgluruh rakyat Indonesia. sesudah
reformasi, struktur berubah dari yang awalnya sisseipremasi insitusi menjadi supremasi
konstitusi. Supremasi konstitusi ini ditegaskan g#en dibentuknya lembaga peradilan
Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penjagaesasi konstitusi. Pasca ini
kemudian tidak kenal lagi istilah lembaga tertingggara.

Keberadaan lembaga peradilan Mahkamah Konstitusupakan fenomena baru di
belantika dunia ketatanegaraan. Pada tahun 2002adarsekitar 78 negara yang membentuk
Mahkamah Konstitusi inil. Indonesia menjadi negara ke 78 yang mempunyai ktabk

Konstitusi yang dibentuk setelah amandemen UUD 18dbgan beberapa fungsi yang

*Jimly Asshiddigie,Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran KekuaBedam UUD 1945FH Ul Press,
Yogyakarta,2005, him. 89.
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dicantumkan dalam Pasal 24C UUD 1945. Hakim MK itemhri sembilan hakim yang

berasal dari usulan tiga lembaga, yaitu Presid&R,2lan Mahkamah Agung.

Beberapa waktu lalu muncul sebuah kasus terkanbpehentian hakim MK, yaitu
hakim Aswanto. Kasus ini disinyalir terjadi penyeégan dalam hal pemberhentian hakim
konstitusi, karena tidak sesuai prosedur dan didnggaifat politis. Kasus ini berawal dari
Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020. Dalam putusaanilK mengabulkan gugatan
terhadap Pasal 87 huruf (a), dan menolak gugatdradep Pasal 87 huruf (b). Atas
penolakan terhadap gugatan Pasal 87 huruf (b), Mihpertimbangkan untuk melakukan
konfirmasi kepada lembaga-lembaga pengusul peakkeal melanjutkan masa jabatannya dan
tidak mengenal periodesasi. Konfirmasi ini dalamgka menegaskan pemaknaan terhadap
Pasal 87 huruf (b). Afirmasi atas konfirmasi inenkudian melalui rapat komisi Il DPR
mengusulkan pemberhentian hakim Aswanto sekaligesumjuk Guntur Hamzah sebagai

penggantinya selanjutnya ditetapkan melalui rapapBrna DPR.

Pemberhentian oleh DPR ini kemudian menimbulkamiapgaan karena bertentangan
dengan norma hukum, khususnya UU No. 7 Tahun 2B28im Aswanto diberhentikan
tanpa suatu alasan hukum sebagaimana diatur dalsah 23 ayat (1) dan (2), sehingga tidak
diketahui apakah diberhentikan secara hormat atal hormat. Perihal diberhentikan secara
tidak hormat harus melalui permintaan Ketua Mahkakanstitusi sebagaimana disebutkan
Pasal 23 ayat (4). Dalam pernyataannya Ketua Kotidsambang Wuryanto beralasan
karena yang bersangkutan telah menganulir produlabijpUndang yang dibuat DPR,
padahal ia sendiri merupakan hakim konstitusi ydiagukan DPR. Menurut Wakil Ketua
DPR Sufmi Dasco Ahmad, pemberhentiannya adalah tikesisnal dan sesuai dengan
perundang-undangan dalam hal kewenangan DPR urgngewaluasi dan memberhentikan

hakim konstitusi sebagai salah satu tugas DPR dalalakukan pengawasan.

Hal ini tentu, mengangkangi kemerdekaan kekuasadrakiman yang independen.
Pemberhentian hakim konstitusi melalui usulan DARJiRilai menyalahi asas pemisahan
kekuasan, bahwa tidak ada satu lembaga kekuasaggi hegara tertentu mengintervensi
atau ikut campur urusan lembaga kekuasaan tinggnyla. Hal ini juga merusak proses
terjadinya sistenchecks and balancetalam format kelembagaan negara yang mesti berjala
secara konsekuen. Maka dari itu, sangat pentirany@ kasus ini untuk diteliti dan dibedah

secara seksama untuk menghasilkan suatu kesimpuilamah yang bisa
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dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kemudiamulpge hendak melakukan penelitian
terkait kasus ini dengan judul “Pemberhentian Hakiimhkamah Konstitusi Berdasarkan
Usulan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi objek pembahasan dalsfitige adalah sebagai berikut:
1. Status hukum pemberhentian hakim konstitusi yargkdkan berdasarkan usulan
DPR.

2. Akibat hukum atas segala tindakan hakim yang diahgkrdasarkan usulan DPR.

METODE PENELITIAN
Tipe Pendlitian

Penelitian ini bersifat normatif, yaitu penelitiatas sebuah kasus dan peristiwa
hukum berdasarkan pada norma-norma hukum yangpirdfalam sebuah undang-
undang dasar dan peraturan perundang-perundanggrbgdaku serta berdasarkan pada
data-data kepustakaan. Pendekatan penelitian ddgabut sebagai pendekatan
perundang-undangan, sekaligus juga dapat disebafyaepenelitian studi kas(sase
approach) Di samping itu juga melalui pendekatan konsepy@dtu dengan mengkaji
isu secara apriori berdasarkan doktrin-doktrin ilmouum.

Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian adalah pendekataan kasuseka#an perundang-undangan
dan pendekatan konseptual yaitu dengan mengkapgsaiahan terkait hukum tata
negara yang kemudian mendeskripsikan kajian tetdmrdasarkan peraturan-peraturan

hukum yang berlaku dan berdasarkan teori dan keksegep hukum.
Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang menjadi landasan dari p@neini adalah sebagai
berikut:

a) Bahan-hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yanggikat dan terdiri dari
norma-norma dalam peraturan perundang-undangannhakat, yurisprudensi, dan
traktat. Bahan hukum primer yang terkait denganefigen ini adalah Undang-
Undang Dasar 1945.
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b) Bahan-hukum sekunder, adalah bahan hukum yang rkengudan memberikan
penjelasan terkait bahan-bahan hukum primer yarigplian seperti penelitian para
pakar hukum, buku-buku ilmu hukum, dan artikel yamgkaitan dengan objek
penelitian.

1.1.1Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustaka#u berupa kegiatan studi
dokumen terhadap data sekunder untuk mengetahgefauan dasar terkait dengan
masalah yang akan dibahas.

1.1.2 Analisis Bahan Hukum

Data hasil penelitian ini dianalisis secara kutfitaMetode kualitatif adalah
analisis data dengan lebih menekankan pada kualitasisi dari data tersebut, melalui
data sekunder yang sudah dikumpulkan dan diolaha gnerumuskan kesimpulan

penelitian.

HASIL DAN PEMABAHASAN

A. Status Hukum Pember hentian Hakim Konstitusi Berdasarkan Usulan Dpr

Dalam hukum ketatanegaraan mengenal sistem pemisadlauasaan. Konsep trias
politika yang digagas oleh Monstesquieu merupakalimg masyhur dan dikenal dunia.
Secara garis besar kekuasaan negara dibagi mégméliekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif,
dan yudikatif. Ketiganya berkedudukan sejajar danfgegsi dan kewenangannya masing-
masing dalam prinsiphecks and balances

Di Indonesia konsep pemisahan kekuasaan mulaiagkan secara sistemik setelah
reformasi yang diawali dengan amandemen terhaddpigaUndang Dasar 1945. Perubahan
fundamental terjadi ketika lembaga Majelis Permusyatan Rakyat (MPR) diturunkan
(downgrade) kedudukan dan kewenangannya yang semula merudekaraga tertinggi
negara menjadi lembaga tinggi yang sejajar dengasiden, DPR, dan Mahkamah Agung
(MA). Sebelum amandemen, menurut Jimly Asshiddig@onesia lebih cenderung disebut
dengan sistem pembagian kekuasaan.

Dalam isu hukum terkait pemberhentian hakim koustisebagai lembaga kekuasaan
yudikatif oleh usulan DPR tentu mempunyai dayaktaersendiri sebagai sebuah kajian

penelitian. MK merupakan salah satu lembaga yudligahg mempunyai fungsi ajudikatif
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dan peradilan dalam hal ketatanegaraan. SedangRBhnierupakan lembaga legislatif yang
mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan pemgaag. Dalam pembahasan terkait
status hukum pemberhentian hakim konstitusi berlasausulan DPR ini, akan dianalisis
secara studi kasus dalam beberapa perspektif. dkéifsyang dimaksud adalah dalam
perspektif hukum normatif-positif, perspektif hukuatministrasi negara, dan perspekiif

hukum tata negara.
Per spektif Hukum Nor matif

Hukum modern identik dengan kultur hukum yang textatau hukum yang terkodifikasi
menjadi sebuah naskah berbentuk perundang-undasgparti undang-undang dasar dan
peraturan perundang-undangan dibawahnya. Setiapgmdran dan kejahatan akan ditindak
sesuai dengan norma yang tertulis dalam suatuyparahukum. Bahkan apabila terjadi suatu
pelanggaran norma dan perbuatan hukum, tetapi #daknorma pengaturannya dalam suatu
peraturan hukum, maka perbuatan tersebut terlepas jeérat hukum. Asas legalitas
merupakan produk asli dari sistem hukum modernséndiri. Akibat hukum atas segala
perbuatan tergantung pada ada tidaknya norma pamatwkum yang mengatur. Dengan
demikian, norma peraturan hukum menjadi alasanddear yang kuat dalam menentukan
sebuah perbuatan hukum dan penindakannya.

Kultur kodifikasi hukum dominan berlaku di neganail law, akan tetapi dalam sistem
common lawpenerapan kodifikasi hukum nyatanya juga berkempeontohnya di Amerika
Serikat disebut sebagai negara pertama yang mamyuogskah kontitusi secara tertulis.
Kodifikasi hukum dianggap sebagai bagian dari kkneasi terjadinya modernisasi
peradaban dan globalisasi. Kodifikasi hukum ditarisecara luas karena ditopang oleh asas
kepastian hukum, satu sisi kehidupan modern berjaEamakin kompleks seiring dengan
majunya teknologi dan informasi. Kompleksitas irergmotensi menimbulkan kerumitan
dalam pengendalian sosial dan terjadinya ketidatdesan hukum. Dengan demikian
diperlukan adanya penguatan sistem hukum untuk anmenjterselenggaranya tujuan dari
pada asas kepastian hukum.

Dalam menentukan status hukum suatu perbuatan hu&thmadap peraturan hukum
normatif, penting terlebih dahulu memahami sisterum yang berlaku dalam suatu negara,
dan mengetahui hierarkhi hukum yang berlaku. Hidgrarhukum ini penting untuk
menentukan ketepatan dalam melakukan analisis hulistem hierarkhi hukum sejatinya

berprinsip pada asas hukuex superiori derogate lex inferioffhukum yang lebih tinggi
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mengesampingkan hukum yang lebih rendah kedudukdni$ehingga dalam melakukan
analisis hukum perlu dikaji secap-down(atas ke bawah).

Analisis normatif dalam penelitian ini akan diksgicaraop-downberdasarkan hierarkhi
peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan hukeaimggi dalam hierarkhi
peraturan perundang-perundangan di Indonesia. atagkhukum seperti ini disebut sebagai
hierarkhi formal karena ketentuannya langsung didalam Undang-Undang, yaitu Pasal 7
ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011. Setiap pencaream genemuan hukum terhadap suatu
isu dan kasus hukum, khususnya soal ketataneghemas menjadikan UUD 1945 sebagai
landasan pertama kali. Terlebih lagi apabila béakadlengan isu hukum ketatanegaraan atau
sengketa kelembagaan negara, karena hampir pasjatpeannya diatur dalam konstitusi
atau undang-undang dasar. Peristiwa hukum ketadeaeay secara spesifik lagi bisa disebut
sebagai peristiwa konstitusional. Hal ini mengingaitum ketatanegaraan adalah aspek dasar
dan fundamental dalam penyeleggaraan sebuah ne§atah satu contoh isu hukum
ketatanegaraan adalah isu hukum dalam penelitigmitu “pemberhentian hakim konstitusi
berdasarkan usulan DPR”.

Lembaga Mahkamah Konstitusi, DPR, dan prinsip keaa kehakiman seyogyanya
merupakan objek pengaturan dalam konstitusi, yatp 1945. Akan tetapi, karena format
UUD 1945 bersifat general dan tidak rigid, atau yaamerisi hal-hal yang pokok saja,
sehingga melimpahkan aturan teknisnya kepada Urdadgng. Di satu sisi peristiwa
konstitusional dan praktik ketatanegaraan selaltkdmebang dan semakin kompleks,
sehingga memungkinkan terjadinya praktik-praktikgdidak bisa dijangkau atau dijamah
oleh norma-norma peraturan dalam UUD 1945. Meskipdak ditemukan suatu norma
peraturan hukum yang konkret atas suatu peristiwaur, tetapi ada prinsip-prinsip dan
konsep-konsep hukum yang tercantum dalam UUD 184§ ynesti dijadikan landasan. Hal
ini karena UUD 1945 merupakan norma hukum dasag yfisamping terdiri dari batang
tubuh berupa pasal-pasal hukum yang konkret, jegailnilai-nilai, prinsip-prinsip, konsep-
konsep dasar dalam bernegara.

Kedua, Pasal 24C ayat (3) disebutkan bahwa hakim konstigrdiri dari sembilan
anggota yang ditetapkan oleh presiden, diajukarnngasasing tiga orang oleh Mahkamah
Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang olehsiBem. Tampak sekali pasal ini

memperhatikan prinsighecks and balancedalam sistem pemisahan kekuasaan. Ketiga
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lembaga kekuasaan negara diberikan peran dan wewemmmg sama dalam mengajukan
hakim konstitusi. Hal ini agar senantiasa kekuadlan keseimbangan lembaga peradilan
Mahkamah Konstitusi tetap terjaga. Selanjutnya rtligan adanya pengaturan yang tegas
tentang prosedur dan kriterianya pada pasal-pasaldtau melalui Undang-Undang. Hal ini

agar lembaga yang mengajukan tidak serta mertarjpeltas dasar kekuasaan dan
kewenangannya saja, tetapi bekerja menurut hukumselsuai dengan prinsip-prinsip negara

hukum.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

Dalam Pasal 23 UU No. 7 Tahun 2020 mengatur tenfa@mberhentian hakim
Mahkamah Konstitusi. Ada dua macam pemberhentiarg ydisebutkan beserta alasan-
alasannya, yaitu pemberhentian secara hormat dak tiormat. Kalau dikaitkan dengan isu
hukum penelitian ini, yaitu pemberhentian hakim $&dosi berdasarkan usulan DPR, tanpa
mengaitkan dengan kasus pemberhentian hakim Aswaaja sudah jelas terjadi
pelanggaran. Dalam Pasal 23 ayat (4) menyebutkhwaalitetapkan dengan keputusan
Presiden atas permintaan ketua Mahkamah Konstliukan atas usulan DPR. Kalau suatu
pemberhentian dilakukan tanpa permintaan ketua M&ka kemungkinan besar prosesnya
melampaui atau melanggar Pasal 23 ayat (3), balanwg persangkutan diberi kesempatan
untuk membela diri di hadapan majelis kehormatan. Ni#di, tanpa pendekatan studi kasus
sudah tampak jelas pelanggarannya.

Berkaitan dengan kasus pemberhentian hakim Aswdmonula dari putusan MK
Nomor 96/PUU-XVIII/2020. Dalam putusannya MK mengldan gugatan terhadap Pasal 87
huruf (a), dan menolak gugatan terhadap Pasal 8idf Hb). Dalam pertimbangannya
terhadap Pasal 87 huruf (b), MK berpendapat digariuindakan hukum yang jelas untuk
menegaskan pemaknaan berupa konfirmasi oleh MKdeepga lembaga yang mengajukan
hakim yang sedang menjabat. Konfirmasi bermaksuchwha hakim konstitusi
memberitahukan ihwal untuk melanjutkan masa jalmg@anyang tidak lagi mengenal adanya
periodesasi kepada masing-masing lembaga pengusul.

Atas dasar surat konfirmasi dari MK tersebut, KarisDPR melakukan Rapat Komisi
yang memutuskan untuk tidak melanjutkan/memberka@mtinakim Aswanto, sekaligus
memutuskan Guntur Hamzah sebagai penggantinyal Rapat Komisi Il ini kemudian
disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Keputusan Ragatdian disampaikan sebagai
pengajuan kepada Presiden dan ditetapkan dalanréEpmitu Keppres Nomor 114/P/2022.
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Per spektif Hukum Administrasi Negara

Dalam perspektif hukum administrasi negara yangjaakerobjek pembahasan adalah
terkait kerja administratif, dan ketetapan-ketetapayanisatoris yang terdapat dalam isu dan
kasus hukum pemberhentian hakim konstitusi berdasausulan DPR. Ada tiga objek
administrasi lembaga negara yang akan menjadi fpkosahasan dalam kasus ini, yaitu, (1)
status hukum surat usulan/pengajuan dari DPR,té2)ss Keppres Nomor 114/P/2022, dan
(3) sikap atau upaya hukum atas Keppres.

Secara umum surat usulan pemberhentian oleh DPRminetkan persoalan dalam
hukum tata negara atas tindakannya mengevaluasi niamgawasi hakim Mahkamah
Konstitusi. Akan tetapi pembahasan disini lebih ek@mkan pada aspek administrasi usulan
yang diajukan oleh DPR. Secara formil dan prosédidak ada yang salah dengan usulan
DPR. la ditetapkan melalui proses yang sah darbéga DPR, yaitu melalui Rapat Komisi
lll, kemudian diproses dalam Rapat Paripurna DPRsd&h utama terletak pada aspek
materil menyangkut alasan pemberhentian dan peatiggm hukum DPR yang dinilai di luar
wewenang Yyaitu dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 194, lokrtentangan dengan Undang-
Undang Pasal 23 ayat (4) Juncto Pasal 87 huri#(bNo. 7 Tahun 2020. Meskipun begitu,
usulan dan permohonan yang dikeluarkan DPR tidaknpoeyai konsekuensi dan akibat
hukum. la sifatnya rekomendatif dan bukan admiasstryang berbentuk ketetapan
(beschiking) yang mengikat secara hukum. Dengan demikian ntasatama dalam
perspektif hukum administrasi negara terletak pkegetapan Presiden berupa Keppres.
Keppres inilah yang berkekuatan hukum dan mendikepiada pihak yang bersangkutan.
Seseorang menjadi terikat terhadap isi ketetapag gxdapat dalam Keppres sebagai sebuah

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Per spektif Hukum Tata Negara

Pembahasan ini bersifat umum yaitu dalam perspelktim tata negara dalam arti luas,
verfassunglehrePengertian secara luas bahwa hukum tata negag dianaksud adalah
secara teor{lehre) bukan semata mata sebagatht dan yang jelas bukan sebagest
(perundang-undangan atau hukum tertulis). Bebepgar menyebut teori hukum tata
negara sama dengan teori konstitusi, oleh karersalata ketatanegaraan merupakan aspek
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dasar dan fundamental sehingga peraturannya jugsifdtedasar yaitu diatur dalam
konstitusi.

Menurut pengertian Oppenhéimisebutkan bahwa hukum tata negara adalah peagerti
hukum negara dalam posisi diam, sedangkan hukunmnadrasi adalah pengertian hukum
negara dalam posisi aktif atau bergerak. Hukum teigara bisa berupa kedaulatan dan
kekuasaan negara, kelembagaan serta wewenangmyaast& pula hubungan antar
lembaga-lembaga negara. Dalam hal hubungan anBiRadan MK penting untuk dijelaskan
dalam teori ketatanegaraan. DPR sebagai parlenvempei sebagai lembaga legislatif. DPR
disebut juga sebagai lembaga politik karena prases pemilihannya dihasilkan melalui
proses politik yaitu Pemilu. Sama halnya dengaelak# yaitu Presiden juga dihasilkan dari
proses politik dan juga merupakan lembaga polB&tbeda dengan MK sebagap lembaga
yudikatif. la bukan merupakan lembaga politik tetalpmbaga profesional yang
melaksanakan peradilan dan keahlian di bidang ketzek Dalam posisi ketatanegaran
lembaga yudikatif merupakan lembaga penyeimbang btxdiri diantara legislatif dan
eksekutif. Karena bukan merupakan lembaga polgéik thempunyai fungsi peradilan maka
lembaga yudikatif seperti MK tidak mempunyai peggungjawaban politik kepada DPR
maupun Presiden. Bahkan fungsi pengawasan yandildidPR hanya berlaku kepada

eksekutif yang sama-sama lembaga politik dan meggyoertanggunggjawaban politik.

B. Akibat Hukum Atas Segala Tindakan Hakim Konstitus Yang Diangkat

Berdasarkan Usulan Dpr
M ekanisme Pengangkatan dan Pember hentian Hakim Konstitusi

Sebagaimana bunyi Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, hdallahkamah Konstitusi terdiri
dari sembilan hakim anggota yang ditetapkan oletsiBen yang diajukan oleh masing-
masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga oraleh PR, dan tiga orang oleh
Presiden. Selanjutnya dalam Pasal 24C ayat (6)oulis®n bahwa pengangkatan dan
pemberhentian hakim konstiusi, hukum acara, sestankuan lainnya tentang Mahkamah
Konstitusi diatur dalam undang-undang. Dalam haéka seorang hakim konstitusi secara
umum juga telah diatur dalam Pasal 24C ayat (5) W9B5 bahwa harus berintegritas dan

berkepribadian tidak tercela, adil, negarawan yaegguasai konstitusi dan ketatanegaraan,

“Jimly Asshiddigie Ill,0p. cit.,hlm. 51.
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serta tidak merangkap jabatan sebagai pejabat anelgateria umum dalam UUD 1945 ini
kemudian sebutkan kembali dalam Pasal 15 UU Nahuii 2020.

Disamping memuat ulang kriteria umum yang disebutlaam UUD 1945, dalam UU
No. 7 Tahun 2020 diatur juga turunan ketentuangzepersyaratan yang lebih spesifik dan
teknis dalam Pasal 15 ayat (2), juga persyaratag persifat administratif dalam Pasal 15
ayat (3). Berkaitan dengan tatacara atau mekansstedsi dan pemilihan hakim konstitusi
diberikan kewenangan kepada masing-masing lembaggupul untuk mengatur sendiri
sebagai sebuah atribusi kewenangan. Ketentuanemiapat dalam Pasal 28 ayat (1).
Meskipun Undang-Undang memberikan atribusi keweaargrkait mekenisme seleksi dan
pemilihan tetapi dalam Pasal 20 ayat (2) diatutaigg ketentuan umum atau prinsip-prinsip
dasar dalam melakukan seleksi dan pemilihan, yaitus objektif, akuntabel, transparan dan
terbuka oleh masing-masing lembaga pengusul.

Status Pengangkatan Hakim Konstitusi Berdasarkan Usulan DPR

Dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 disebutkan bademabilan hakim konstitusi yang
diajukan oleh masing-masing tiga orang oleh Mahkawgung, tiga orang oleh DPR, tiga
orang oleh Presiden. Ketiga lembaga yang dibetilkkdnmengajukan merupakan representasi
dari tiga lembaga kekuasaan negara. Dalam pas@las menyatakan bahwa DPR berhak
mengajukan tiga orang hakim konstitusi untuk dgkéa oleh Presiden. Istilah mengajukan
tentu lebih kuat maknanya dari pada istilah menigasu Kalau DPR boleh mengajukan,
apalagi hanya sekedar mengusulkan. Kedua istilaeim@mpunyai arti yang hampir sama
secara pengertian dan maksud hukum, yaitu sama-sangampaikan pesan dan nama
hakim konstitusi kepada Presiden untuk ditetaplaru menjadi persoalan ketika DPR
mengusulkan nama lebih dari tiga orang, juga pé&asogerkait bagaimana keabsahan
administrasi usulan dan prosesnya. Secara adnaitfistrsulan harus berupa surat atau
keputusan resmi melalui pimpinan DPR atau yangsealra hukum. Begitupun prosesnya
karena keputusannya bersifat institusional makasharelalui proses pengambilan keputusan
institusi, seperti melalui Rapat Komisi Ill selakomisi yang membidangi, lalu melalui
pengesahan dalam Rapat Paripurna DPR.

Secara konseptual isu hukum tentang pengangkakam kanstitusi berdasarkan usulan
DPR tidak mengarah kepada adanya suatu persolanmhu®leh karena itu penting dilihat

secara kasuistik (bertalian dengan sebuah kasush&asu hukum ini merupakan studi
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kasus. Kasus yang dimaksud adalah pengangkataruitGHamzah menggantikan hakim
Aswanto yang diberhentikan melalui usulan DPR seimagna isi dalam Keppres Nomor
114/P/2022. Sebelumnya telah dibahas bahwa pemtimieénakim Aswanto bertentangan
dengan hukum normatif khususnya terhadap UU No. &hum 2020. Akibat
pemberhentiannya menimbulkan konsekuensi hukum ddek domino terhadap
pengangkatan hakim kontitusi yang menggantikan. bApastatus pemberhentiannya
dinyatakan batal atau dicabut maka konsekuensirhoiga berdampak kepada status hukum
pengangkatan hakim konstitusi yang menggantikait,) yaenjadi batal juga secara hukum.
Akan tetapi, dalam sub-bab pembahasan ini akabatlian secara terpisah, khusus pada isu

dan perbuatan hukum pengangkatannya saja.

Akibat Hukum Atas Segala Tindakan Hakim Konstitusi Yang Diangkat Berdasarkan
Usulan DPR

Berkaitan dengan keabsahan atas pengangkatanmgantiemg kepada status hukum
Keppres Nomor 114/P/2022. Keppres inilah yang nietgiterhadap status hukum
pengangkatan Guntur Hamzah. Ada dua variabel tandddukum yang bisa mempengaruhi
terhadap berubahnya status hukum pengangkatan iGdatazah.Pertama,status hukum
berubah apabila hakim Aswanto (selaku hakim yargertientikan dan digantikan oleh
Guntur Hamzah) melakukan gugatan ke pengadilanusdha negara. Apabila gugatan itu
dikabulkan karena bertentangan dengan hukum, s@odea factiedan judex juris maka
status hukum pengangkatan Guntur Hamzah bisadtataldicabut, atau sekurang-kurangnya
dilakukan penundaan demi hukdrhial ini karena pengangkatannya merupakan akilaat at
konsekuensi hukum dari status hukum pemberhentakimh Aswanto. Apabila status
pemberhentian hakim Aswanto berubah maka konsekbekamnya, segala akibat hukum
yang ditimbulkan oleh pemberhentiannya juga ikuubah. Akibat hukum yang dimaksud
adalah pengangkatan Guntur Hamzah juga bisa berubah

Kedua,Apabila status hukum pengangkatan Guntur Hamzadtalkan secara terpisah
dari status hukum pemberhentian hakim Aswanto. @asg atau badan hukum bisa saja
melakukan gugatan terhadap pengangkatan Guntur &ladengan alasan melanggar prinsip
dan ketentuan seleksi dan pemilihan hakim. Hatanena dampak dari pengangkatan Guntur

Hamzah sangat merugikan kepentingan hukum dan &egean publik. Jabatan hakim juga

> Lihat Pasal 65 UU No. 30 Tahun 2014
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merupakan jabatan publik dan aparatur negara yaggls keputusan dan tindakannya
berdampak kepada terselenggaranya kepentingananégé&um, dan publik.

Dua poin diatas sekali lagi bermuara pada statusrhnuyamg sama yaitu status hukum
Keppres Nomor 114/P/2022. Selama ketetapan irk tidzatalkan/dicabut ataupun dilakukan
penundaan demi hukum maka Keppres tersebut tetagika¢ secara hukum. Mengikat
dalam arti bahwa status pemberhentian hakim Aswadatah sah melalui adanya Keppres
tersebut, demikian pula pengangkatan Guntur Hanjzga sah. Dengan demikian maka
akibat hukum atas segala tindakan hakim yang da&tngkrdasarkan usulan DPR yang
kemudian ditetapkan melalui Keppres Nomor 114/P220ga sah dan berkekuatan hukum.
Tindakan hakim yang dimaksud adalah keputusan-kepnt pengadilan, perbuatan dan
tindakan administratif, dan segala hak dan kewesmamga sebagai hakim konstitusi dalam

menjalankan tugas diakui dan dilindungi secara huku

KESIMPULAN

Isu hukum ini dibahas secara studi kasus dalamrapaeperspektif, yaitu dalam
perspektif hukum normatif-positif, perspektif hukuatministrasi negara, dan perspekiif
hukum tata negara. Dalam perspektif hukum normaténurut UUD 1945 isu hukum ini
bertentangan dengan Pasal 24 UUD 1945 dan melam@auenang yang diberikan dalam
Pasal 24C ayat (3), bahwa DPR hanya diberikan hegajukan bukan memberhentikan.
Perihal mekanisme pemberhentian hakim konstitusag&mana bunyi Pasal 24C ayat (6)
supaya diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan snaislalui UU No. 7 Tahun 2020,
bahwa pemberhentian hakim Aswanto telah melanggkorh normatif Pasal 23 ayat (4 )
UU No. 7 Tahun 2020 Juncto Pasal 87 huruf (b) UU NMoTahun 2020. Dan alasan
pemberhentiannya juga tidak ditemukan pembenar&aonioya sebagaimana diatur dalam
Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2).
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PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG MEREK TERKENAL
TERHADAP PELANGGARAN MEREK UNTUK MEMBANGUN
KEPASTIAN DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN DI INDONESIA

Faizin Rahmadi Akbar
Universitas Narotama

faizinakbar168@gmail.com

To have the statusf a well-known mark, a brangkquires a lot of effort and time, even after
the brand has the stataga well-knownmark, more efforts are still needed to legally pobt
the well-knownmarks. Trademark infringement is a problem theatsbeen rampant and is
highly avoided by trademark owner, especially vkelbwn mark, because the consequences
of trademark infringement can be detrimental to wedl-known mark owners themselves.
This research usasormative researcimethods. The resultsf thestudy showthat legal
remedies that cabe taken by well-knowmmark owners are to file a claim for compensation
and a lawsuifor cancellationor deletionof a mark to the Commerciaourt, but the owner

of awell-known mark does not necessarily receive anefof the value of the loss according

to the loss.

Keywords. Well-Known Marks, Trademark Infringement, Legabtéction

PENDAHULUAN

Merek mempunyai nilai yang tinggi secara komerdeh sangat sering menjadi alasan
suatu produk memiliki nilai jual yang tinggi jugatikan sangat mungkin merek menjadi
lebih bernilai dibandingkan dengan usaha itu seéhdiHal tersebut membuat persaingan

bisnis semakin ketat, sehingga para pelaku biska: derdorong mencari strategi untuk

! RichardBurton SimatupangAspekHukum Dalam Bisnis (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2012), 86
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memasarkan produk mereka. Dimana salah satunyaahaddéngan memanfaatkan
terkenalnya merek yang mereka miliki untuk bisaguiglalam persaingan bisnfs.

Supaya merek yang dimiliki dapat menjadi saranaaguemenangkan persaingan yang
ketat ini, maka adalah wajar jika pelaku bisnisukerinvestasi dalam komersial mereknya.
Dengan meningkatkan reputasi produk melalui mgraka pelaku bisnis akan terhindar dari
sulitnya persaingan bisnisnya. Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya
menguntungkan bagi pemegang hak, tetapi juga measotpara senirupawan agar dapat
mengembangkan daya cipta dan kreativitasnya. Swaiduk yang tidak bermerek tidak
dikenal oleh konsumen. Oleh karenanya, produk nmh&dusen-produsen akan diberikan
merek. Bahkan sangat dimungkinkan merek yang sudldnal oleh rakyat luas karena
kualitas produk yang dipasarkannya, memiliki pilptkak yang mengikuti, menyalin,
membajak dan memalsukan merek tersebut dengarabereiakukan persaingan curahg.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 rigniderek dan Indikasi
Geografis (UU MIG) yang pada pokoknya memberikanjgdasan bahwa merek adalah
sebuah tanda yang mencirikan perbedaan pada suatangb dan/atau jasa yang
diperdagangkan. Berdasarkan pengertian diatas,knmeesniliki peran besar dalam dunia
marketing karena masyarakat sering menghubungkambkegambar, bentuk, kualitas atau
reputasi barang dan jasa dengan merek tertentinggehtidak jarang suatu merek memiliki
nilai yang lebih besar dibandingkan dengan asemnatadari perusahaan pemilik merek
tersebuf. Pada umumnya dibelinya suatu produk oleh konsudikmat dari mereknya
karena merek itu telah diketahui reputasinya. Mak@abila ada perusahaan yang
menggunakan merek perusahaan lain, maka para kensakan merasa telah ditipu karena
telah membeli produk dengan kualitas yang lebillaén

Membuat sebuah merek yang terkenal akan sangatdsuli butuh waktu yang cukup
lama, belum lagi diperlukan biaya yang besar. Mdsgkenal merupakan salah satu aset

utama perusahaan. Namun di sisi lain, terkenalmslauagh merek akan mengundang

2 Budi Agus Riswandi, ShabMahmashani,Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat
Kreatif, (Yogyakarta : Total Media, 2011), 87

% Baskorc Suryc Banindro,ImplementasHak Kekayaan Intelektua(Yogyakarta: ISI Yogyakarta, 2015), 1

* ErmaWahyuni, T. SaifulBahri, Hessel Nogi, Tangkilisan Kebijakan danManajemen Hukum Merek
(Yogyakarta : YPAPI, 2011), 3

® Tim Lindsey, EddyDaiman, Simon Butt, Tomi Suryo Utomblak Kekayaanintelektual(Bandung : P.T.

Alumni 2011), 131
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produsen lain yang memiliki niat tidak baik untukémbajak” atau menirunya. Upaya
pencegahan pemakaian merek oleh pihak lain sahgp#ating dilakukan oleh pemilik
merek. Sehubungan dengan perlindungan merek, pardag dalam suatu negara tidak akan
berkembang jika merek tidak dilindungi dengan huliang memadai. Tidak hanya pemilik
merek, pelanggaran merek juga akan merugikan marsukner?.

Perbuatan pelanggaran merek akan membuat konsuerpikib merasa merek yang
telah dipercayainya mengalami penurunan mutu akieatalsuan dan peniruan merek yang
terjadi, sehingga dapat mempengaruhi perkembargaromi di Indonesia.

Berdasarkan segala yang telah terurai diatas, gemdlakukan analisis dengan judul
“Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terkenal TenhaBalanggaran Merek Untuk
Membangun Kepastian Dalam Kegiatan Perdaganganddnksia”

Rumusan Masalah
Permasalahan yang diangkat adalah:
1. Bagaimanakalpengaturan perlindungan hukusrhadap mereterkenal di
Indonesia?
2. Bagaimanakah implementasi aturan hukum merek dafaya hukum pemilik merek

terkenal terhadap pelanggaran merek?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatife Tegnelitian Tipe penelitian
normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengamgeeu kepada norma-norma hukum yang

terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan ydagibe
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertiammerek dalam Pasdlangka 1UU MIG adalahtandayang dapat
ditampilkan secargrafis berupagambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan
warna, dalam bentuk 2(dua) dimensdan/atau 3(tiga) dimensi, suara, hologram,
atau kombinasdari2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang

®Achmad Dwi Saputra, Hak Merek (Publikasi 10 Mei 2016),

https://www.academia.edu/32241170/HAK_MEREK
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dan/atau jasayang diproduksi oleh orang atau baddrukum dalam kegiatan
perdagangan barang dan/atau jasa.

Terkait perlindungan kepada pemegang merek, pilaak) yebih dulu mendaftarkan
mereknya akan menjadi pemilik sah dari merek tensetang dapat dibuktikan dengan
diberikannya hak atas merek. Hal tersebut sesusjase ketentuan Pasal 3 UU MIG
yang menyatakan bahwa hak atas merek diperolelalseterek tersebut terdaftar, yang
mana dikenal juga sebagai afies to file,

Suatu merek harus menghindari unsur persamaanasé&esgeluruhan atau pada
pokoknya, sebagaimana diatur dalam Pa6aldan Pas®1 UU MIG yang
menyebutkan bahwa merek dapat didaftarkan dengamatstydak bertentangan dengan
ideologi, kesusilaan dan perundang-undang, tidakyesatkan masyarakat, sesuai
dengan kualitas, mempunyai daya pembeda, dan bidedsal dari nama atau lambang
umum. Kemudian merek yang dimohonkan tidak bolemmiiii@ persamaan dengan
merek terdaftar lainnya, tidak menyerupai orandseteal, diajukan dengan beritikad
tidak baik.

Berdasarkan ketentuan diatas, apabila terdapatarpeesn pada pokoknya atau
keseluruhan antara merek yang baru akan didaftaitkagan merek yang sebelumnya
sudah terdaftar, maka merek tersebut dapat diakakdiajukan pembatalan merek.

Persamaan pada pokoknya sendiri adalah terdapat ysisg sama atau mirip antara
Merek satu dengan Merek lainnya sehingga memuncld&aan adanya persamaan atau
kemiripan baik dari bentuk, posisi, tulisan ataumkmasi diantara itu, termasuk
persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam Mesbotd.

KemudianO.K. Saidin memberikan definisi terkait “persamameauapokoknya”, hal
mana persamaapada pokoknya merupakakemiriparnyang disebabkaalehadanya
unsur-unsur yargienonjolantaramerekyang satu danmereklainnya, yanglapat
menimbulkarkesanadanygpersamaabaik mengenabentuk, carapenempatan,
cara penulisan, carapenulisanatau kombinasiantara unsur-unsurataupun

persamaaanbunyi ucapan yang terdapatialammerektersebut.

" Ok. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (IntellectRabperty Rights),(Jakarta : PT.
RajaGrafindo Persada, 2013), 359
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Pendaftaran merek yang ditolak karena mempunyaapean pada pokoknya atau
keseluruhan dengan merek lainnya atau bahkan Mer&knal, produk yang setipe,
dilakukan dengan menilai pengetahuan umum masyatakait Merek bersangkutan.
Lebih lanjut, reputasi merek tersebut juga dipekbat Ketentuan-ketentuan ini sesuai
dengan Penjelasdasal2l ayat (1) hurufb UU MIG sebagai berikut :

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) hurufb:

“PenolakanPermohonan yang mempunyai persmaan pada pokokiayakaseluruhan

dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk baradgn/atau jasa yang sejenis
dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umunyarsst mengenai merek
tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Di sagfu, diperhatikan pula reputasi
Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yammcgr dan besar-besaran,
investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukbeh pemiliknya, dan disertai bukti
pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara. Jightersebut belum dianggap
cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembgayay bersifat mandiri untuk
melakukan survei guna memperoleh kesimpulan menggkanal atau tidaknya Merek

yang menjadi dasar penolakan.

Oknum-oknum pemalsu dan peniru merek terkenal yagigdaftarkan merek dengan
maksud untuk menarik keuntungan dari kemiripan dangerek terkenal sebagaimana
telah disebutkan sebelumnya dikualifikasi sebagaighon yang “beritikad tidak baik”,
hal mana menurut Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UG BKnum tersebut adalah
Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mgaekremiliki niat untuk meniru,
menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi &apngan usahanya menimbulkan
kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecahpaayesatkan konsumen.

Dalam UU MIG, pemohon yang “beritikad baik” tidakjeliskan sebagaimana
pemohon yang “beritikad tidak baik”. Namun menukbitnad M. Ramli dalam bukunya
yang berjudulHak atas KekayaanrIntellectual (HAKI), Teori DasarPerlindungan
RahasiaDagang disebutkan bahwa Pemohon yang beritikad baikiadifikasikan
sebagai orang atau badan yang mengajukan permobendaftaran merek secara layak
dan jujur, dengan tidak berniat untuk memboncengnim, atau menjiplak ketenaran
merek pihak lain demi kepentingan pribadinya yaagad mengakibatkan munculnya

1181



:: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 7 Nomor 4, 2023

kondisi persaingan curang agar mengecoh atau metkgeskonsumen untuk membeli
produknya®

Merek yang terbukti memiliki persamaan pada pokaknsetelah dilakukan
pemeriksaan dapat dibatalkan, yang mana pembas&bunah merek sendiri adalah
tindakan meniadakan hak atas merek tertentu, dedifgrasnya ikatan antara produk
dengan produsennya perihal hak atas produksi, tekemberian izin kepada orang
lain atau pihak lain untuk mengelola. Pembatalamekderujung pada tidak adanya
kaitan hukum dan tidak memiliki perlindungan hukuagi oleh negara. Untuk
pengajuan pembatalan merek biasanya dilakukanpithetk yang memiliki kepentingan,
memiliki keterkaitan, merasa dirugikan, dan untukngejuannnya diajukan ke
pengadilan niaga untuk pembatalan merek dagarentart

Berdasarkan UU MIG, merek dibagi menjadi dua jeyagu merek dagang dan
merek jasa. Merek Dagang adalah merek yang dignngk@da barang yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa ceaatpdersama-sama atau badan
hukum untuk membedakan dengan barang-barang ségemigya. Selanjutnya adalah
Merek Jasa yaitu merek yang digunakan pada jasg diperdagangkan oleh seseorang
atau beberapa orang secara bersama-sama atau bakiam untuk membedakan
dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Kemudian dalam perkembangannya terdapat pengabaanyaitu Merek Kolektif.
Yang disebut sebagai Merek Kolektif adalah merekgyaligunakan pada barang
dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mangéat, ciri umum, dan mutu
barang atau jasa serta pengawasannya yang akadatjpagkan oleh beberapa orang
atau badan hukum secara bersama-sama untuk mermabedakgan barang dan/atau
jasa sejenis lainnya.

Disamping jenis merek diatas, terdapat klasifikaisinya berdasarkan kepada bentuk
merek, yaitu merelradisional danmerek nortradisional. Merek tradisional meliputi
gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warndankombinasi dari unsur-
unsur tersebut. Sedangkan merek tadisional berbentuR dan/atau limensi,
memiliki suara, hologram, atau kombinagilari 2 ataulebih unsuttersebut. Berikut

adalah perbedaan dari metekdisional dan merekontradisional:

8 AhmadM. Ramli, Hak atasKekayaanintellectua! (HAKI), TeoriDasarPerlindungan Rahasia
Dagang (Bandung: MandarMaju, 2010), 24.
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MEREK TRADISIONAL MEREK NON TRADISIONAL

a. MerekGambar; a. MerekBentuk?2 (dua) Dimensi

dan/ataB (tiga) Dimensi;

b. MereklLogo; b. MerelSuara;

c. MerekNama,; c. MerelHologram; dan

d. MerekKata,; d. MerelKombinasidari 2 (dua) atau
e. MerekHuruf; lebih unsurdiatas.

f. MerekAngka; dan

Q

dariunsur-unsudiatas.

Merek Susuna'WarnadanKombinasi

Kelas-kelasharangdanjasa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24iMah

1993 yangmerupakamamanatdari PasaB Undang-UndangNomor 19 Tahunl1992

Tentang Merek, hahi dikarenakarhingga kini belum ada PeraturarPemerintah

yang baru mengatur tentang kelas-kelas barang danjasa. Olehsebab ituuntuk

kelas-kelas barang dan jasa masih tetap berpedpatanPP Nomor 24 Tahun1993

Tentang KelasBarangatau Jas®agi Pendaftara:Merek.

Hak atas merek diperoleh dengan cara mendaftarkaars legal di pemerintah

sesuai dengan ketentuan di DJKI dan harus mentiikad baik didalamnya. Prosedur

pendaftaran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a.

Q@

-~ 0o 2 0o T

PermohonaifLegal Application

Persyaratafrormal

Publikasi

Keberatardan Sanggahan

PemeriksaaBubtantif

PenolakamatauPenerimaan
BandingatasPenolakarberdasarkatundang-Undang

® Ahmadi Miru, Hukum Merek “Cara Mudah Mempelajari Undang-Undangerek, (Jakarta:PT.
RajaGrafindo Persada, 2005). 80.
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UU MIG membedakan jenis pelanggaran merek dalan{dBa) kategori yang
termasuk ke dalam ketentuan pidana, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan taalpaldngan menggunakan

merek yang sama pada keseluruhannya dengan mdielpitmak lain; dan

2. Perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan taalpaldngan menggunakan

merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdalita pihak lain.

Menurut ketentuan Pasal ayat (1) UU MIG, penolakan pendaftaran merek
diakibatkan oleh adanya persamaan pada pokoknyakateluruhan antara satu merek
dengan merek lain yang sudah terdaftar terlebituldaiRahmi Janed dalam bukunya
yang berjudulHukumMerek Dalam Era Globalisasidan Integrasi Ekonomimengutip
M. YahyaHarahapyang menyatakan bahwa persamaan pada keselurutaah ad
persamaan seluruh elemen. Persamaan yang demiksami sdengan doktrientires
similar atau sama keseluruhan elen@n.

Cara mengetahui apakah suatu merek mempunyai peasapada pokoknya atau
tidak, merek dapat dibandingkan dengan merek lairsgcaraside-by-sidé’ Dengan
cara perbandingan tersebut, akan terlihat tampslaatu merek secara keseluruhan.
Sehingga apabila terdapat unsur—unsur yang menkidkamaamalam suatu merek,
pejabat yang berwenang dapat memberikan tindakawoladean pendaftaran merek
tersebut. Metode perbandingan ini juga dapat meihpttan adanya unsurad faith
atau itikad buruk dalam pendaftaran suatu merekgale melihateceptivelysimilarity
ataupersamaayang menipu® Yang dimaskud dengan persamaan yang menipu adalah
suatu merek dibuat seolah-olah sama persis seeagaja agar menyerupai dengan
merek terdaftar lain, sehingga menimbulkan pemahakepada masyarakat bahwa
produk dari merek peniru berasal dari pemilik meesk yang sama. Apabila suatu
merek memiliki persamaan yang substansial dengamekmain yang terdaftar lebih
dahulu, maka kedua merek tersebut dapat dikatakamiliki persamaan dan
pendafataran merek yang memiliki itikad buruk tbrdedapat ditolak atau merek

tersebut dapat dibatalkan.

10 Rahmi JanedHukum Merek Dalam Era Globalisasi dan Integrasi &mi (Jakarta : PT Kharisma
Putra Utama, 2015), 180
! Henry SoelistyoBadfaith Dalam Hukum MerelCet.ll, (Yogyakarta : PT Maharsa Artha Mulia, 201
144,
" Ibid.
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Bahwa dapat dikatakan suatu merek harus memilikbgoaan yang substansial
dengan merek lain yang sudah terdaftar, maksuddg&ala perbedaan yang menonjol
antara unsur-unsur merek satu dengan unsur-ungekna@nnya. Sehingga pendaftaran
merek yang tidak memiliki perbedaan yang substabsisdikasi memiliki itikad tidak
baik. Dengan adanya persamaan secara substansiplimaecara keseluruhan, maka
suatu merek merek dapat mendompleng ketenaran rfanela yang sudah lebih dulu
terdaftar agar penjualan barang-barang atau jadakydebih cepat. Menurut penjelasan
Pasal 20 UU MIG, sebuah merek dapat dikualifisotaki memiliki unsur yang
membedakan dengan merek lain atau tidak punya peg@eda jika merek tersebut
sangat sederhana dengan minimnya unsur yang adafeatalu rumit sehingga merek
tersebut menjadi tidak jelas. Sebuah merek bilan akdaftarkan harus memiliki daya
pembeda. Daya pembeda ini dapat diuji ketika peadaf, atau ketika dalam jangka
waktu perlindungan merek terdaftar melalui proseguembatalan dalam uji keabsahan
hak merek terdaftar atau ketika disinyalir adaakgidana merég

Berdasarkan persetujuan TRIPs, telah ditetapkawddtaris Convantion menjadi dasar
minimal pengaturan pelindungan merek yang harustdlp oleh negara anggota WTO

sebagaimana Article 1 Paragraph 3 dan Article 2PERebagai berikdf:

Article 1 paragraph (3) TRIPs:

Negara anggota (TRIPs) wajib memberikan perlakuangydiatur dalam perjanjian ini
kepada warga negara dari anggota lainnya. Dalam imalyang bersangkutan dengan Hak
Kekayaan Intelektual, warga negara dan anggota lauajib diperlakukan sebagai
peroroangan atau badan hukum yang memenuhi persyatmtuk memperoleh pelindungan
yang diatur dalam Konvensi Paris 1967.

Article2 TRIPs:

Sehubungan dengan Bab I, Ill, dan IV dari perjanjini (TRIPS), anggota wajib mematuhi
Pasal 1 sampai dengan 12 dan Pasal 19, dari Konyeass 1967. Tidak ada hal dalam Bab
| sampai IV dari Perjanjian ini yang akan mempeirkewajiban yang anggota miliki untuk

satu sama lain berdasarkan Konvesi Paris 1967.

13 i
Ibid., 146.
* Rahmi Jeneddukum Merek (Trademark Lawgik. Kesatu, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2085),
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Berdasarkan Article 15 perjanjian TRIPs, setiapdéaatau kombinasi dari tanda-tanda
disertai dengan contoh berupa nama, huruf-hurufnavavarna dan sebagainya. Namun
demikian, ketentuan itu tidak membatasi atau mgnpalindungan merek untuk tanda dalam
bentuk lain yang tidak tercantum dalam definissédut sepanjang memiliki daya pemb&ta.
Perlindungan merek terkenal telah diatur daRarmis Convention for the Protection of
Industrial Property (“Paris Convention”)dan juga dalarnthe Agreement on Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights (“TRIPS égment”) Pasal 6 bis ayat (Baris
Conventiormenyatakan:

“The countries of the Union undertake, ex officiehéir legislation so permits, or at the
request of an interested party, to refuse or tocehthe registration, and to prohibit the use,
of a trademark which constitutes a reproduction, iantation, or a translation, liable to
create confusion, of a mark considered by the coempeauthority of the country of
registration or use to be well known in that coyrds being already the mark of a person
entitled to the benefits of this Convention anddub® identical or similar goods. These
provisions shall also apply when the essential prthe mark constitutes a reproduction of
any such well-known mark or an imitation liable deeate confusion therewith{Negara-
negara Perhimpunan berjanji, ex officio jika undamglang mereka mengizinkan, atau atas
permintaan pihak yang berkepentingan, untuk menatak membatalkan pendaftaran, dan
melarang penggunaan, merek dagang yang merupagesduési, tiruan, atau terjemahan,
yang dapat menimbulkan kebingungan, dari suatu kngaag dianggap oleh pejabat yang
berwenang dari negara pendaftaran atau pengguream tgrkenal di negara itu sebagai
merek yang telah dimiliki oleh seseorang yang Herbtas manfaat Konvensi ini dan
digunakan untuk tujuan yang identik atau barangimer Ketentuan-ketentuan ini juga
berlaku apabila bagian penting dari merek tersetartupakan reproduksi dari merek terkenal
tersebut atau suatu tiruan yang dapat menimbulkbmgungan karenanya)
Pasal 20 UU MIG :
“Merek tidak dapat didaftar jika:

a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan pdeng-undangan, moralitas,

agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

® D. Gervais, the TRPIsAgreement: DraftingHistory and Analysis 2" edition, (London: Swea&
Maxwell, 2003), 167.
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b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menysbang dan/atau jasa yang
dimohonkan pendaftarannya;

c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakantgrasal, kualitas, jenis,
ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atasa jyang dimohonkan
pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanayamg dilindungi untuk
barang dan/atau jasa yang sejenis;

d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kuahtamnfaat, atau khasiat dari
barang dan/atau jasa yang diproduksi;

e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau

f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik urhum.

Merek yang termasuk dalam kategori tidak bisa didkin menurut Pasal 20 UU MIG
tersebut diatas adalah merek tanpa memiliki dayabpea. Hal ini karena pendaftaran
suatu merek berkaitan erat dengan monopoli ataskntersebut beserta nama atau simbol
dalam segala bentuknya kepada para Pemilik merelg yardaftar. Sehingga daya
pembeda tersebut yang mana melekat pada suatu mmemelpakan syarat utama agar
merek tersebut dapat didaftarkan. Apabila terdapasiur-unsur sebagaimana ketentuan
Pasal 20 UU MIG diatas, maka permohonan merekhats#apat ditolak sesuai dengan
ketentuan Pasal 21 UU MIG sebagai berikut :

Pasal 21 ayat (1) UU MIG :

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyasgeaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan:

a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkarbile dahulu oleh pihak lain

untuk barang dan/atau jasa sejenis;
b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang damiajasa sejenis;

c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang damfatjasa tidak sejenis yang

memenuhi persyaratan tertentu; atau

d. Indikasi Geografis terdaftar.
Pasal 21 ayat (2) UU MIG :

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
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a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nanaag terkenal, foto, atau
nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecws#is persetujuan tertulis dari

yang berhak;

b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkai@ma, bendera, lambang
atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembagaional maupun

internasional, kecuali atas persetujuan tertulisigahak yang berwenang; atau

c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau capuaséempel resmi yang
digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, &leatas persetujuan tertulis

dari pihak yang berwenang.

Status merek terkenal harus memenuhi kriteria setvegna yang telakermuat dalam
Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67ufaR016 tentang Pendaftaran
Merek (Permenkumham 67/2016) yaitu:

Pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadal terdest;
Volume penjualan dan pendapatan dari penggunaagkrtezkait;
Penguasaan pangsa pasar oleh merek terkait;

Jangkauan daerah penggunaan Merek;

Jangka waktu penggunaan Merek;

Nilai investasi dalam promosi Merek serta interssije;

Pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Meredgara lain;

Penegakan hukum di bidang merek khususnya menakia; atau

© © N o a0 A~ wWwDNPRE

Reputasi dan jaminan kualitas barang dan/ataud@sanerek terkait.

Untuk mengetahui pengertian dari merek terkenaiy kiapat mengacu kepada
panduan yang telah dikeluarkan oleh WIPO mengemaiinmbangan-pertimbangan
terkenalnya suatu merek atau tidak sebagai befikut:

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan publik mengesigk tersebut.

2. Masa, jangkauan, dan daerah geografis dari penggunarek.

16 Achmad Zen Umar Purba,Hak Kekayaan IntelektualPasca TRIPs,(Bandung: PT Alumni, 2005), 73-

74.
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3. Masa, jangkauan, dan daerah geografis dari promestk termasuk pengiklanan
dari publisitas serta presentasi pada pameranbadaang-barang atau jasa atas
merek tersebut.

4. Masa dan daerah geografis dari setiap pendaftarang ymerefleksikan
penggunaan atau pengakuan merek.

5. Pencatatan dari penegak hukum atas keberhasilaekrsampai merek tersebut
diakui sebagai merek terkenal.

6. Nilai yang berkaitan dengan merek tersebut.

KESIMPULAN

Pengaturan perlindungamerek terkenal di Indonesiamenganut prinsigfirst to
file, di mana merek dilindungi jika teldbrdaftar dalam daftarumum merek, pengaturan
perlindungan merek dilakukan dengan garaventifdar represif. Perlindungan hukum
preventif diberikan dengan cargpendaftaranmerek dan Perlindungaepresifdiberikan
dengan pembatalan pendaftaran merek oleh penga8udeain itu juga untuk merek terkenal
meskipun belum terdaftar dalam daftamum merek harus tetap dilindungi, hal isesuai
dengan Pasal 16 TRIPs dan Pasd bis KonvensiParis. Sehingga merek yang didaftarkan
dengan itikad tidak baik, yang mana mempunyai kesaimpada pokoknya dan/atau
keseluruhannya dengan merek terkenal harus dimktk Kantor Merek, untuknencegah
terjadinyapelanggaraimerek dan memberikakepastiarhukum bagi pemilik merek

terkenal.
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ABSTRACT

This legal issue originates from the discourse ostgoning the 2024 general election. The
focus of this research is to analyze the issueooistitutional reason for postponing the
general election and filling the potitions of pesat and vice preside when a postponement
of general election. This research is a normat@aearch, and uses a statute approach and a
conceptual approach. The results of this resedrotv $hat postponing general election can
occur if amendments to the UUD 1945 are made. Asrttlagally, through a constitutional
convention, a legal revolution, or through a prestdl decree.In addition, the postponement
of general elections can lead to legal uncertaamty chaos, one of which is a vacancy for the
positions of president and vice president. Becdheee is not norm of UUD 1945 which
regulates the mechanism for filling the positiohp@sident and vice president, the result is
a legal vacuum. The problem of vacancies in pasitiand legal vacuumcan be overcome by
optimizing the judiciary, namely the Constitutior@urt.

Keyword: Filling the Positions, President and Vice PresideRbstponing the General
Election

PENDAHULUAN
L atar Belakang

Sebagai negara modern, Indonesia menerapkan sysensahan kekuasaan, yaitu
kekuasaan negara dibagi menjadi tiga Lembaga yatiggsmengimbangi dalam suatu
system yang disebut dengan checks and balancagaKeitmbaga negara yang terpisah itu
memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda dengesisi kedudukan yang sejajar.
Lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif beralhlam garis kedudukan horizontal, yang
hanya tunduk pada aturan hukum negara dalam hdlsebut sebagai konstitusi. Tidak ada

satu Lembaga mengangkangi bahkan mengintervensiakakn kelembagaan yang lain.
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Semua berada dalam kedudukan yang sejajar dengaedpan tugas pokok dan fungsinya

masing-masing.

Dalam hukum tata negara kita ada beberapa Lembiaggi negara, format
kelembagaan negara di Indonesia Lembaga tinggiekaekutif adalah Presiden dan Wakil
Presiden, dari legislative ada DPD, DPR, dan MPR&lasgkan dari yudikatif Lembaga
tingginya adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah KsstiSemua Lembaga negara dan
format kelembagaannya diatur dalam sebuah konsteisagai hukum tertinggi negara.
Dengan demikian, dapat disebut bahwa Lembaga timggara hanya tunduk dan berada di
bawah kedaulatan hukum atau konstitusi.

Di dalam hukum modern dikenal adanya hierarkhi peamg-undangan. Setiap
peraturan berhubungan dan saling mempengaruhi ssaha lain sehingga menjadi satu
kesatuan sistem yang terintegrasi, istilah ini kéiau dikenal dengan sebutan monisme
hukum. Hierarkhi perundang-undangan juga mempehggrandangan-pandangan hukum
yang sangat mendasar yang kemudian dikenal suasuhagkum lex superiori derogat legi

inferiori’.

Indonesia juga mengenal hierarkhi perundang-uratandgdukum tertinggi di
Indonesia adalah UUD 1945 yang kemudian lebih gedisebut sebagai konstitusi negara.
Konstitusi merupakan suatu hukum tertinggi dalamtisuinegara dan bersifat fundamental
yang mengatur pokok-pokok tatanan penyelenggaregara. Segala bentuk pelaksanaan tata
usaha negara yang tidak berdasarkan atau bertentalemgan ketentuan konstitusi sering
disebut sebagai inkonstitusional sehingga dapatatikan tidak sah secara hukum. Hal-hal
mendasar yang berkaitan dengan pokok penyelenggaregara diatur dalam konstitusi
seperti halnya yang berkaitan dengan bentuk daaukathn negara, kekuasaan pemerintahan

negara, pemilihan umum dan sebagainya.

Konstitusi menurut penganut paham modern disamakamgan undang-undang
dasar' Konstitusi bukanlah undang-undang biasa yangagiten oleh legislatif biasa, tetapi
oleh badan yang lebih khusus dan lebih tinggi kedladnya. Jika terjadi pertentangan norma
hukum dengan yang terdapat dalam undang-undanga Retkntuan undang-undang dasar

itulah yang berlaku.

"Muhammad JunaidiHukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Moderniddsgara Hukum,
RajaGrafindo, Depok, 2018, him. 2
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Pasal 22 E ayat (2) menyebutkan bahwa pemilihamuadalah untuk memilih DPR,
DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Apapdailu ditunda maka otomatis
terjadi kekosongan jabatan. Hal yang paling fatilah ketika terjadi kekosongan jabatan
presiden dan wakil presiden sebagai penyelenggameentahan tertinggi yang memiliki
fungsi eksekutif. Tentu situasi ini akan menimbualkekacauan politik dan hukum.
Berangkat dari sini, kemudian muncullah ide untubngangkat penelitian hukum berjudul
“Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presidennbafial Terjadi Penundaan Pemilu
Dalam Perspektif UUD 1945”.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi objek pembahasan dalaelitige adalah sebagai
berikut:
1. Apa yang menjadi alasan konstitusional suatu pedapat dilakukan penundaan?
2. Apa yang dapat dijadikan landasan konstitusionalilumelakukan pengisian jabatan
presiden dan wakil presiden dalam hal dilakukanupdaan pemilu dalam perspektif
UUD 19457

METODE PENELITIAN
Tipe Pendlitian

Penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitigang berdasarkan pada norma-norma
hukum yang terdapat dalam norma hukum dan peratpeamndang-perundangan yang
berlaku serta berdasarkan pada data-data kepustdkaadekatan penelitian dapat disebut
dengan pendekatan perundang-undangan dalam hdhdang-Undang Dasar 1945. Di
samping itu juga melalui pendektan konseptual ydéngan mengkaji isu secara apriori

berdasarkan doktrin-doktrin ilmu hukum.
Pendekatan M asalah

Pendekatan penelitian adalah pendekataan perunoetaggan dan pendekatan
konseptual yaitu dengan mengkaji permasalahaniténkaum tata negara yang kemudian
mendeskripsikan kajian tersebut berdasarkan paraperaturan hukum yang berlaku dan

berdasarkan teori dan konsep-konsep hukum.
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Sumber Bahan Hukum

Bahan bahan hukum yang menjadi landasan dari pianahi adalah sebagai berikut:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yanggikat dan terdiri dari
norma-norma dalam peraturan perundang-undangamnhakiat, yurisprudensi, dan
traktat. Bahan hukum primer yang terkait denganefigmn ini adalah Undang-
Undang Dasar 1945.

b) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang remgludan memberikan
penjelasan terkait bahan-bahan hukum primer yankphen seperti penelitian para
pakar hukum, buku-buku ilmu hukum, dan artikel ydmgrkaitan dengan objek

penelitian.
Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakasatu berupa kegiatan studi
dokumen terhadap data sekunder untuk mengetahujefsmuan dasar sehubungan

dengan masalah yang akan dibahas.
Analisis Bahan Hukum

Data hasil penelitian ini dianalisi secara kuahtdfletode kualitatif adalah analisis
data dengan lebih menekankan pada kualitas atadarsidata tersebut, melalui data

sekunder yang sudah dikumpulkan dan diolah gunammeskan kesimpulan penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Alasan Konstitusional Suatu Pemilu Dapat Dilakukan Penundaan

Kata ‘penundaan pemilu’ sebenarnya sudah mengandstigh yang bertolak
belakang. Kata ‘menunda, berarti menghentikan atmmangguhkan suatu usaha yang
sedang berlangsung atau sudah berjalan, maksu@syats yang secara jelas telah diatur
dalam konstitusi. Sebenarnya pembahasan ini beaup@yncari kemungkinan-kemungkinan
yang masih samar dan yang berada di luar faktostkasi itu sendiri. Faktor tersebut bisa
berupa keadaan darurat yang memaksa untuk dicajdtan keluarnya. Kemungkinan-
kemungkinan itu bisa berbentuk upaya secara yuniolimatif atau legal dan melalui upaya
non-legal, yakni sosiologis-politis. Sebelum mendamungkinan-kemungkinan itu, hal
yang harus menjadi komitmen dan pijakan utama hdgbaya menerapkan konstitusi secara
“‘murni dan konsekuen”. Ketentuan-ketentuan yangakudecara jelas diatur di dalam
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konstitusi mesti diterapkan secara konsekuen damadliejalan utama. Begitulah sejatinya

suatu hukum itu dibentuk.

Peristiwa hukum konstitusional berbeda sama seladgan peristiwva hukum lainnya.
la merupakan peristiwva hukum yang berhubungan depgagaturan negara yang tidak ada
ketentuan peradilan dan sanksi hukumnya. la bulemat-mata berbentuk kasus atau
perkara yang mesti diadili di pengadilan. Peristikamstitusional adalah peristiwa di luar
pengadilan dan merupakan peristiwa kenegaraaan yamgmis. Dinamis dalam arti
konstitusi berhubungan dengan keadaan yang memmkagki terjadinya perubahan
kenegaraan, baik secara normal ataupun tidak natanatat(emergency Di sinilah kenapa
pakar hukum menghendaki adanya pengaturan konsyang luwes dan tidak kaku, baik
dalam hal materil maupun formil. Dalam hal matdyérarti kaidah ataupun norma di dalam
kostitusi harus mengatur yang pokok-pokok sajaktigerlu teknis dan rigid. Hal ini penting
untuk marwah konstitusi sebagai pedoman dan hulartmggi. Dalam hal formil berarti
harus disediakan prosedur yang memungkinkan subkamstitusi bisa relevan dengan
perkembangan. Dalam aspek formil inilah kemudiarsqedan konstitusional menjadi bukan
hanya persoalan yuridis-konstitusional saja, tetapnjadi persoalan yang lebih luas lagi,
yaitu persoalan hukum ketatanegaraan. Ketika suddkait dengan persoalan hukum
ketatanegaraan, maka aspek-aspek lain selain #wmistyakni aspek sosiologis-politis
menjadi suatu keniscayaan untuk diterima sebagpabalari faktor penting.

Banyak praktek-praktek ketatanegaran masa lalu yaagcerminkan sesuatu yang
secara legalitas disebut inkonstitusional, akasptediterima sebagai sesuatu yang mungkin
dilakukan karena faktor sosiologis-politis. Maklum@emerintah tanggal 14 November
terkait perubahan sistem pemerintahan dari sisteasipresidensial ke sistem parlementer
tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Demikida fgukait Dekrit Presiden 5 Juli 1959
yang sama sekali bertentangan dengan amanat kesnsBemua itu merupakan praktek
ketatanegaraan yang tidak memungkinkan hanya dilaa aspek yuridis-konstitusional

saja.

Kedua, memanfaatkan norma yang cenderuggecutive heavyntuk memberikan
ruang atribusi kekuasaan melalui pengaturan olemegatah. Kemudian, atas dasar amanat
Undang-Undang Dasar pemerintah merumuskan kebijalelalui TAP MPR dan Undang-

Undang, yang instrumennya sudah terkondisikan aetarat bundar. Ketika melalui
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Undang-Undang tidak mudah maka Presiden mengatumsjalui Peraturan Pemerintah
(PP), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Meui@n sebagainya yang merupakan
atribusi kewenangan pemerintah. Pola ini kerapriigan pada masa Orde Baru, kemudian
muncul sindiran sebagai ‘negara keppres’ dan ‘reegarizinan’. Bahkan arogansi Presiden
Soekarno melalui Dekrit 5 Juli 1959 merupakan benpeneraparexecutive heavytu

sendiri.

Dari sinilah kemudian penting sebuah kesadarantitosis Akan tetapi bergantung
pada watak manusia adalah sesuatu yang sangas ytopy kemudian disebut Mahfud MD
terlalu percaya kepada semangat atau watak orangatta sistem. Mahfud MD sangat keras
menyuarakan pentingnya pengaturan yang tegas mgkwytahal-hal pokok seperti tentang
pembatasan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia)(WAdviurutnya dalam perjalanannya
UUD 1945 beberapa kali menghasilkan pemerintahaang yotoriter, justru pemerintahan
negara relatif demokratis pada masa 1945-1959 galadnului dengan tidak memberlakukan
UUD 1945 melalui Maklumat X yang dikeluarkan olelakll Presiden tanggal 16 Oktober
1945.

Dari awal dibentuk, UUD 1945 memang mengandung &larcglah dan kelemahan.
Hal ini disadari sebab UUD 1945 dimaksudkan hamgidaku untuk sementara. la dibentuk
dalam waktu yang singkat sehingga sering diselhagse UUD kilat(revolutie grondwet),
mengutip pernyataan Soekarno pada rapat penetag@n1945 tanggal 18 Agustus 1945.
Kenyataan ini bisa kita lihat pada aturan tambab&lD 1945. Kelemahan ini kemudian
dimanfaatkan oleh pemegang kekuasaan untuk melakpiaktek-praktek ketatanegaraan
yang manipulatif dan menjadi alat legitimasi pemizian diktatorian. Kenyataan ini
dibuktikan dengan terjadinya kristalisasi UUD 1%&fama kurun waktu 1945-1999. la tidak

Asas legalitas merupakan salah satu ciri dari medarkum untuk memberikan
kepastian hukum. Tindakan hukum hanya berdasarkda pda atau tidaknya hukum yang
mengatur. Manifestasi hukum sebagai panglima tgtin(supremasi hukum) bisa
terselenggara secara konsekuen termasuk dalanukaihketatanegaraan melalui undang-
undang dasar. Isu penundaan pemilu termasuk melaaggs legalitas karena pada pasal 22
E UUD 1945 secara tegas dan jelas disebuthkmmilihan umum dilaksanakn secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adibgelima tahun”.Pada ayat (1) secara jelas

menyebutkan pemilihan umum diselenggarakan seiiag fahun sehingga tidak ada ruang
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penafsiran lagi. Pemilihan umum mencakup pemilil#®R, DPD, Presiden dan Wakil
Presiden, dan DPRD. Terkait pemilihan presiden deakil presiden ini memiliki
penekanannya tersendiri. Sebab selain diatur padal 22 E, ia juga terikat pada pasal 7
yang berbunyi'Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatanns&léima tahun, dan
sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yaagha hanya untuk satu kali masa
jabatarf. Pasal 7 jelas mengisyaratkan adanya pemilihasigen dan wakil presiden setiap
lima tahun sekali, sebagaimana diatur dalam P&s&. Penundaan pemilu berarti termasuk
pula penundaan pemilihan presiden dan wakil preside

Penundaan pemilu sangat jelas bertentangan dengdn 1945. Bahkan tidak ada
pengaturan tentang pemberlakuan diskresi samai sgtahgga tidak ada alasan yang bisa
dijadikan dalil untuk menunda pemilu. Berbeda dengangaturan dalam Undang-Undang
yang memungkinkan untuk mengupayakan atribusi keamgen melalui pembentukan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Pegpabila terjadi situasi kegentingan
yang memaksa. Satu-satunya upaya yang bisa dilakattalah melalui amandemen UUD
1945 seperti diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 37ndemaen UUD 1945 adalah jalan yuridis-
konstitusional satu-satunya yang bisa ditempuhlsébhdemikian diatur dan amanat UUD
1945 itu sendiri.

Amandemen UUD 1945

Amandemen UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Passudah dilakukan sebanyak
empat kali. Akibatnya terjadi perubahan signifikarhadap sistem ketatanegaraan Indonesia,
sebut saja pembatasan kekuasaan presiden yangiseketdt, pemilihan presiden secara
langsung, dan perubahan status kedudukan MPR sébandpaga tertinggi negara, kemudian
disebut Prof Jimly Asshiddigie sebagai perubahan sistem pembagian kekuasaan ke
sistem pemisahan kekuasaan yang menekaokaoks and balanceSebelum 19 Oktober
1999, Indonesia tidak pernah melakukan amandentaea sakali sejak awal ditetapkannya
UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam kwrakiu 54 tahun itu UUD 1945 tidak
disentuh sama sekali, padahal sejak awal ditetapkdD 1945 hanya bersifat sementara
sebagaimana diatur dalam aturan tambdbaam bulan setelah terbentuk, MPR bersidang
untuk menetapkan UUD 1945 secara resniial ini kemudian disorot Prof. Harun Alrasid
bahwa UUD 1945 belum pernah sama sekali ditetagemara resmi. MPR seharusnya

menetapkan dulu UUD 1945, baru kemudian diamandesasunai ketentuan Pasal 37. Pada
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kurun waktu 54 tahun sebelum amandemen pertamtenmsigetatanegaraan Indonesia
sebenarnya mengalami banyak sekali dinamika dahktgiraketatanegaraan yang kerap
bertentangan dengan isi UUD 1945. Apakah kemuditans ini negara yang kita jalankan
ini inkonstitusional? Demikian, estafet kenegaramrerus berjalan sampai sekarang. Tentu
persoalan ini harus dipahami secara utuh dan memyel Hal ini menyangkut wibawa

berbangsa dan bernegara ke depan. Sejarah ini a&atu disaksikan secara historis oleh
generasi selanjutnya. Jangan sampai menjadi presgdeg berdampak buruk karena

kurangnya pemahaman secara utuh dan menyeluruh.

Di bagian awal disebutkan bahwa konstitusi tidakylaabermakna sempit sebagai
yuridis-normatif. Konstitusi pada mulanya merupakangertian yang sangat luas mencakup
pengertian sosiologis-politis. Pada awal pembahdsabutkan bahwa konstitusi tidak hanya
melulu persoalan materil yang bersitlds sollen Konstitusi juga menyangkut pengaturan
ketatanegaraan yang selalu berubah dan berkembangsini perlu dikaji dalam perspektif
ilmu hukum ketatanegaraan sebagai sebuah doktagaiBianapun konstitusi merupakan
sub-sistem atau objek dalam hukum ketatanegaraaangdh demikian keabsahan

konstitusional itu juga menyangkut keabsahan memakirin hukum ketatanegaraan.
Konvens Ketatanegaraan

Konvensi ketatanegaraan kadang pula disebut sebagaentions of the constitution
merupakan suatu praktik atau kebiasaan dalam ke@dsaan yang sama sekali di luar
ketentuan konstitusi atau bertentangan dengan graiagiang dasar. Bagi suatu negara yang
bentuk konstitusinya tidak tertulis seperti Inggdan Israel, konvensi ketatanegaraan
bukanlah hal yang tabu melainkan ia merupakan kaossitu sendiri. Berbeda hal dengan
negara yang menekankan pada kodifikasi hukum seépeédnesia yang tidak terbiasa dengan
kovensi ketatanegaraan. Namun, praktek tersebuer@yed kali terjadi dalam sejarah

dinamika ketatanegaraan Indonesia.

Dari sini, dapat dikatakan bahwa konvensi ketatarean tidak mesti suatu kebiasaan
yang berulang-ulang, ia juga berbentuk praktek{etalyang mungkin hanya terjadi sekali
(constitutional usagesKonvensi yang berbentuk kebiasaan seperti pikat@garaan yang
awalnya dilakukan Presiden Soekarno di depan ispatia tanggal 17 Agustus sebagai
bentuk pertanggungjawaban selaku pemimpin besatusy Kemudian dipertahankan pada
masa orde baru dengan format yang lebih resmi. Reda Presiden Soeharto disampaikan
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di depan rapat paripurna DPR yang berfungsi meng#@mp nota keuangan dalam rangka
rancangan APBN. Sampai sekarang pidato ketatareagaegara rutin dilakukan setiap tahun

sekali pada momentum hari kemerdekaan.

Sebagai sebuah mandat, Supersemar tentu bersifi@ntsa yang sewaktu-waktu
dicabut dan diambil alih. Ditopang kekuatan miliggang dominan akhirnya pada sidang
umum, MPRS mengangkat Jenderal Soeharto menjaakgagia tugas presiden dalam kurun
waktu 1966 sampai 1968 tepatnya sebelum MPRS ayeket Soeharto sebagai presiden
definitif. Peristiwa ini merupakan tindakan revolusukum ketatanegaraan meskipun
perbedaan yang sangat tipis sekali untuk disethdgse praktek konvensi ketatanegaraan.
Bagaimanapun revolusi hukum pernah terjadi di Iedtan disebabkan adanya kekacauan

politik dan keadaan darurat.
Revolus Hukum

Tindakan revolusioner merupakan cara tidak norraabykerap didorong oleh faktor
politik. Sebab merupakan tindak politik maka canissebetulnya bisa disebut tindakan di luar
hukum sebagai inkonstitusional. Inkonstitusiondadearti tidak ada pembenaran dan dasar
konstitusinya sama sekalcontra legal) Kebenarannya hanya ketika ia diterima sebagai
suatu keharusan, sebab situasi politik dan kenagayang kacau. Tindakan revolusioner
sebenarnya sesuatu yang lazim terjadi di dalamadomiitik dan ketatanegaraan. Bentuknya
bisa dengan perubahan sistem negara, pemisahabeatgua pendirian negara baru. Banyak
contoh yang bisa kita lihat seperti kemenanganlusv&kaum Bolsjevik di di Rusia tahun

1926 yang berdampak pada perubahan besar dalam sisgara.

Kalau diamati dalam perspektif ilmu negara dan tpolihampir seluruh negara
mengalami tindakan revolusioner. Setiap negara yaegleka kemudian menjadi negara
baru, sebenarnya hal itu merupakan tindakan resmheir. Negara yang merdeka pada
mulanya bukan melalui proses hukum yang legal testitusional. la lahir dari peristiwa
sosiologis yang berubah menjadi format politik. Bat kemerdekaan itu didapat melalui
sebuah perlawanan terhadap sebuah negara indukmamguasainyénederlander)yang di
dalamnya terdapat hukum atau konstitusi yang jugigaku di wilayah yang didudukinya
(inlander). Perlawanan merebut kemerdekaan kemudian membesfydra baru, bukanlah
tidak dibenarkan. Sebab hal ini menyangkut perats@siologi-politis yang kebenarannya
dilihat secara faktual atguost-factum Ambil contoh Indonesia yang awalnya hanya sebuah
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abstraksi kemudian menemukan bentuknya sebagaalsei®gara merdeka dan selanjutnya
dapat dipertahankan dan diterima keberadaannyaarblegang sebelumnya tunduk pada
aturan di bawah hukum Hindia Belanda dan Pemeantdiepang.

Ketiga, runtuhnya negara federal RIS setelah negara bageryatakan diri keluar
dari federal yang dipelopori oleh Negara Repubhikidnesia bersama negara Indonesia
Timur dan Negara Sumatera Utara. Konstitusi RI&rseotomatis diganti dengan konstitusi
baru yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Sarae(UUDS) 1950. Kekosongan
kursi Wakil Presiden yang dihapus pada masa RI8kupertama kalinya jabatan wakil
presiden dipilih dan diangkat sendiri oleh Presideada masa UUDS 1950 berlangsung
sistem pemerintahan parlementer di bawah perdamaemePada masa ini juga dibentuk
Majelis Konstituante yang ditugaskan untuk meruransdan membentuk Undang-Undang
Dasar atau konstitusi baru. Akan tetapi karenangéotpersidangan di samping kerasnya
dinamika politik, majelis konstituante tidak sempa¢nyelesaikan tugasnya. Istilah ‘tidak
sempat’ untuk menyatakan bahwa yang sebenarnyan iglek mampu menyelesaikan tugas.
Akan tetapi, delapan bulan sebelum waktu yang dkderberakhir, Presiden membubarkan
majelis konstituante melalui Dekrit Presiden tann@ggauli 1959.

Dekrit Presiden

Banyak yang menyayangkan dikeluarkannya dekrit gaabasebuah tindakan
inkonstitusional. Disebut inkonstitusional karenaedtden melalui dekrit tidak berhak
membubarkan majelis konstituante yang dipilih s&#dangsung melalui pemilihan umum.
Mohammad Hatta menyebut dekrit ini sebagai bentudteka ataucoup d'etat.Menurut
Wilopo, konstituante sudah hampir menyelesaikantaeR0 persen materi pekerjaannya.
Jadi tidak benar anggapan bahwa majelis konsteutidek berkomitmen menyelesaikan
tugasnya.

Ada dua pokok isi dari dekrit 5 Juli 1959, yaitumgmubaran majelis konstituante, dan
pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai konstitugjare Dekrit ini beralasan demi
menyelamatkan  bangsa dari perpecahan dan keamanakyat r berdalih
staatnoodrecht/noodstaatrechAlasan pembenaran ini disangkal oleh beberapa pakar
Menurut Yusril Thza Mahendra keadaan negara mas#dak cukup alasan untuk disebut

‘darurat’. Satu-satunya keadaataatnoodrechtdalam sejarah ketatanegaraan Rebuplik
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Indonesia pada saat Agresi Militer Il ketika Presidlan Wakil Presiden serta sebagian besar

pejabat tinggi lainnya ditawan oleh Belarfda.

Terlepas dari perdebatan terkait keabsahannya,ranegalah berjalan sejauh ini.
Menurut Prof. Logeman hal itu merupakan sebuahlusvbukum yang kebenarannya dilihat
secarapost-factun?. Faktanya Presiden Soekarno berhasil mempertahalakaykah dan
keputusannya. Sebaliknya jika gagal Presiden SneKkaisa saja mendapatkanpeachment
sebagai‘coup de ‘etat’ atau sekurang-kurangnya telah melakukan tindakatawan
konstitusi. Hal ini pernah terjadi kepada Presidens Dur usai mengeluarkan Dekrit

Presiden pada tanggal 23 Juli 2001.

2. Landasan Konstitusional Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Hal

Dilakukan Penundaan Pemilu

Sebelumnya telah disebutkan beberapa alasan kanstial yang memungkinkan bisa
dilakukan penundaan pemilu. Di masa depan bukantidak mungkin hal demikian
dilakukan, mengingat dinamika ketatanegaraan yafajusberubah seiring waktu dan terus
berkembang. Isu penundaan pemilu 2024 bukan semattawacana belaka, ia merupakan
penegasan sebuah watak/karakter berbangsa damgaexyang bisa kapan saja tumbuh.

Pemilu merupakan bentuk pengejawantahan kedautatgrat yang disebut sebagai
demokrasi. Demokrasi hadir untuk menopang tersgkgya cita-cita negara hokum agar
terus berjalan. Dalam negara hukum bahwa kedautaky@at adalah esensi dan kunci utama.
Sebagaimana dikatakan demokrasi tanpa pengatutammhakan kehilangan bentuk dan

arah, begitupun negara hukum tanpa demokrasi adasitakgan makna adalah benar adanya.

Pemilu diselenggrakan untuk memilih DPR, DPD, Riasidan Wakil Presiden, dan
DPRD seperti bunyi Pasal 22 E ayat (1). Semua iwupakan instrumen negara untuk
mencapai terselenggaranya negara menurut pringipspkan kekuasaan. Rakyat sebagai
kesatuan individu tidak mungkin menyelenggarakagare tanpa dibentuk lembaga khusus
berupa jabatan kekuasaan baik pemerintahan atappdemen sebagai penyeimbang.
Jabatan tersebut dipilih dari rakyat, oleh rakyah dintuk rakyat. Secara umum pemilu
berlangsung secara periodik sebagai konsekuens bayi semangat konstitusionalisme

untuk melakukan pembatasan kekuasaan. Kekuasapa t@mbatasan akan cenderung

2yusril lhza MahendraDinamika Tata Negara Indonesi&ema Insani Press, Jakarta, 1996, him. 83
3.
Ibid
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berbahaya. Lord Acton mengatakagower tends to corrupt, power absolutely corrupts
absolutelyDari sinilah pembatasan periode kekuasaan sangahg&lan pokok untuk diatur
secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar.

Penyebutan pemilihan umum dilaksanakan setiap fahan sekali dalam Pasal 22 E
memberikan pengaturan bahwa batas periode kekudsaaya berlangsung lima tahun
setelah itu dilakukan pemilihan kembali. Berbedagd® yang lain pengaturan batasan
kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden diatur lkebiat. Selain terikat pada Pasal 22 E,
kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden juga dialandPasal 7 dangan pengaturan yang
lebih spesifik, Pasal 7 berbun{iPresiden dan Wakil Presiden memegang masa jabatan
selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih ledindalam jabatan yang sama hanya
untuk satu kali masa jabatanJabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya bsdagglua
periode, tidak ada ruang bagi Presiden dan WakisiBen bisa dipilih kembali untuk yang
ketiga kalinya.

KESIMPULAN

Secara normatif, penundaan pemilu sangat jelagriiartgan dengan UUD 1945.
Satu-satunya jalan yang bisa dilakukan adalah medahandemen UUD 1945 seperti diatur
dalam Pasal 3 dan Pasal 37. Amandemen UUD 194&hagdan yuridis-konstitusional satu-
satunya yang bisa ditempuh sebab hal itu diatuandaUUD 1945. Namun, peristiwa
konstitusional termasuk pula dalam urusan hukuin tagara. Dalam perspektif yang lebih
luas pengertian konstitusi juga menyangkut persoalasiologis-politis selain persoalan
yuridis-normatif. Oleh karena itu, sangat pentingngkaji persoalan konstitusional dalam
perspektif ilmu hukum ketatanegaraan bahkan pulalmesudut pandang ilmu negara dan
melalui ilmu politik sebagai sebuah doktrin. Secaraum ada beberapa yang dijadikan
sebagai sumber hukum ketatanegaraan, yaitu: (a)aigndndang dasar/konstitusi dan
peraturan perundang-undangan tertulis: (b) Yuridpnsi peradilan; (c) Konvensi
ketatanegaraaftonstitusional conventionjd) Traktat atau hukum internasional tertenty; (e
Doktrin ilmu hukum. Kemudian, berdasarkan ilmu hwktata negara dan mengacu pada
pengalaman historis ada beberapa upaya yang lgghkdn alasan-alasan untuk melakukan
penundaan pemilu, yaitu: (1) Amandemen UUD 194%,K@nvensi Ketatanegaraan, (3)
Revolusi Hukum, (4) Dekrit Presiden.
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ABSTRACT

The establishment of the Bar Association by Act li®.of 2003 on Lawyers has raised a
debate as to which organization is recognized kbyldw. The decision of the Constitutional

Court No. 35/Law-XVI1/2018 on the Organization ofviygers is the result of the material

examination request submitted by a number of laswy@he research method used is
Normative research. The results of the researcicatel that Peradi is the only container of
the lawyer profession has eight authorities. Thisterce of advocacy organizations outside
the existing Peradi cannot be prohibited as anesgiwn of freedom of association and
assembly guaranteed by Article 28 and Article 2&Eagraph (3) of the 1945 UUD. Only, the

lawyer's organization is not authorized to exertigse eight powers as contained in the MK
Decision No. 66/Law-VIII/2010 dated 27 June 20l1hefefore, any action by a lawyer's

organization other than PERADI that appears toxXseogsing one of the eight (eight) powers
of PERADI granted by the Law on Lawyers is an agiast the law that is detrimental to

PERADI as the sole party entitled to such authority

Keywords. lawyers, advocates, lawyer organizations

PENDAHULUAN

Kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, ddii makmur adalah yang
hendak dicapai oleh Negara Kesatuan Republik Inrglansebagai negara hukum yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar aN&ggoublik Indonesia Tahun 1945.
Demi melindungi keadilan dan kebenaran, maka setiapg dituntut tunduk dan mendukung
hukum dan konstitusi, tanpa memandang sistem kap&ao, agama, suku, bangsa,

golongan, atau jabatdn.

! Muhammad Jasman HasaRengantar Sejarah dan Perkembangan Perhimpunan Kedvéndonesia
(PERADI),(Jakarta: Gramedia Pustaka, 2015), him. 20
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Advokat di ambil dari bahasa Latin, yaidvocatus yang berarti antara lain yang
membantu seseorang dalam perkara. Sedangkan meBlaak’'s Law Dictionary kata
Advokat juga berasal dari kata Latin, yaavocare yang memiliki arti seseorang yang
mendukung, menjunjung tinggi, atau membela otaimg?

Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 lahir gaé@n tujuan pertama,
mewujudkan tatanan kehidupan bangsa yang sejaltean, damai, tertib, dan berkeadilan.
Kedua, untuk menyelenggarakan peradilan yang jadil, dan memiliki kepastian hukum
bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukeipenaran, keadilan, dan hak asasi
manusia, maka kekuasaan kehakiman yang bebasedmliascampur tangan dan pengaruh
pihak luar, mensyaratkan profesi Advokat yang bgelpaandiri, dan bertanggung jawab;
Ketiga, Advokat sebagai profesi yang bebas, mandian bertanggung jawab dalam
penegakan hukum, perlu dijamin dan dilindungi umgdandang’®

Menurut Martiman Prodjohamidjojo sebagaimana dikatlieh Ishag dalam bukunya
yang berjudul Pendidikan Keadvokatan menjelaskdiwbaPenasihat hukum ialah mereka
yang pekerjaandb) atau mereka yang karena profesinya memberikanhjakum, pelayanan
hukum, bantuan hukum, serta nasihat hukum kepadeapgekeadilan baik yang memalui
pengadilan negeri, pengadilan agama, atau paretiggbesaian perburuhan maupun di luar
pengadilaf

Menurut definisi atau interpretasi advokat, jangkakerjanya dapat mencakup baik
pekerjaan di dalam maupun di luar pengadilan. Riageadvokat menurut Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah “oraaggyberprofesi memberikan jasa
hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yamgmenuhi syarat-syarat dalam
Undang-Undang ifii°

Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX1X) tertanggal 25
September 2015, yang membukakan pintu-pintu bagadsasi Advokat selain PERADI
untuk mengusulkan penyumpahan calon advokat did#iag Tinggi pada wilayah hukum
domisilinya, menjadi isu hukum yang menarik untueldah lebih lanjut. Berpangkal tolak
dari Surat Ketua MA ini, mengenai sistem organisasggal profesi advokat ataingle bar

systenseakan kembali disoal dan dipertanyakan.

2 V. Harlen SinagaDasar-dasar Profesi Advokatlakarta: Erlangga, 2011), him. 2
® Undang-Undang Advokat No 18 Tahun 2003, Landaglasdfis, him 1

* Ishag,Pendidikan KeadvokatafJakarta: Sinar Grafika, 2012), him. 4.

® Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
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Polemik terhadap relasi para pengemban profesi katvdemikian tentu dapat
dipahami karena diantara delapan kewenangan ydaly diberikan oleh Undang Undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokagtussatu hal yang tidak menjadi
wewenang organisasi advokat adalah sumpah prafeskat. Sumpah harus dilakukan di
sidang terbuka Pengadilan Tinggi oleh calon advdkatilayah domisili hukumnya.

Kondisi demikian dapat digambarkan ketika Orgamigedvokat selain PERADI
secara masif, simultan, dan terus-menerus mengajp&emohonan untuk dilaksanakannya
sumpah profesi advokat ke Pengadilan Tinggi, mhaskitersebut sejatinya bukan menjadi
wewenangnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018ntang Organisasi
Advokat merupakan hasil dari permohonan uji matarig diajukan oleh sejumlah advokat.
Sebelum putusan tersebut, beberapa organisasi advokmiliki kewenangan untuk
menerbitkan sertifikasi profesi advokat. Namun patu tersebut menegaskan bahwa
Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) adalah satunya organisasi advokat yang
berwenang untuk menerbitkan sertifikasi profesioda.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35ARWU2018 Mahkamah
Konstitusi menolak seluruh uji materi terkakonstitusionalitas frasa “Organisasi
Advokat” bertanggal 28 November 2019, Mahkh Konstitusi (MK) kembali
menegaskan konstitusionalitas Perhimpunan Advokatlonesia (PERADI) sebagai
organisasi advokat, satu-satunya wadah profesivokadl dengan delapan kewenangan
sesuai Undang-Undang No0.18 Tahun 2003 tentang Asdvddonstitusionalitasnya sebagai
wadah satu-satunya organisasi advokat tidak dijgersoalkan lagi. Meskipun demikian,
PERADI tetap memiliki kewenangan eksklusif dalamnerbitkan profesi advokat dan
menjalankan delapan kewenangan ekslusif lainnya.

Berdasarkan kondisi pada latar belakang diatasalatasyang akan dikaji dalam
penelitian ini adalaiKewenangan Penerbitan Sertifikasi Profesi Advokdéh Organisasi
Advokat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3%/Rvi/2018 Tentang Organisasi
Advokat)”. Secara rinci masalah dalam penelitian ini adalph Ratio Decidendi Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XVI/2018 Tentang @nigasi Advokat ? Apa

kewenangan penerbitan sertifikasi profesi advolet organisasi advokat ?
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METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis buat adalah tipe I|gieme Normatif. Pendekatan
normatif atau penelitian doktrinal adalah pensailitttukum dengan memberikan penjelasan
secara sistematis mengenai aturan yang mengatigr hegkum tertentu, serta melakukan
sebuah analisa mengenai hubungan peraturan tedtmrgh kesulitan dan kemungkinan

untuk memprediksi mengenai pembangunan di masadepa
PEMBAHASAN

A. Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XV1/2018 Tentang

Organisasi Advokat

Ratio decidendimenurut Michael Zander dalam bukuriyae Law Making
Process’(2004), dapat diartikan sebagAi proposition of law which decides the case, in
the light or in the context of the material fac{8uatu proposisi hukum yang
memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau klamieks fakta-fakta material).
Definisi lain tentangatio decidenddari Sir Rupert Cross dalam bulrecedent in
English Law’(editor J.W. Harris, 1991) yang menyataKa&my rule expressly or
impliedly treated by the judge as a necessary ste@aching his conclusion{Setiap
aturan yang tersurat atau tersirat yang diteraplkaim hakim sebagai langkah yang perlu

dalam mencapai kesimpulah).

Dalam hal ini, hakim memiliki kekuasaan penuh, nisfiyang disebutkan dalam
undang - undang yang dimaksud Kekuasaan Kehakimalara kekuasaan negara yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna rakkag hukum dan keadilan

berdasarakan pancasila dan Undang — Undang Da&%r 19

Syarat mutlak secara fundamental bagi kekuasaanaki@han adalah
kemerdekaan, kebebasan atau kemandirian. Frannda@mr hukum dari Belanda,
menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiapat dibedakan ke dalam empat
bentuk, yaittf

® Peter Mahmud MarzukRenelitian Hukum(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)38Im

" Shidarta, Ratio Decidendi dan Kaidah YurisprudehsBinus University, Maret, 2019https:/business-
law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kéiyurisprudensi/

8 .

Ibid.,
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a) Independensi konstitusional canstitusionele onafhankelijk-khgid merupakan
independensi yang dihubungkan dengan doktrin TRaditika dengan system
pembagian kekuasaan menurut Montesqueiu.

b) Independensi fungsionakdkleijke of functionele onafhankelijk-khgianerupakan
independensi yang berkaitan dengan pekerjaan kehakiyang dilakukan ketika
menghadapi persengketaan dan harus memberikaraputus

c) Independensi hakim yang berarti bahwa setiap hakperbolehkan menjalankan
kebebasannya alam menafsirkan undang-undang apaibidiang-undang tidak
memberikan pengertian yang jelas.

d) Independensi praktis yang nyagagktische of feitelijk onafhankelijk-khgjdadalah

independensi hakim untuk tidak berpihak (imprsial).

Judicial review adalah pengujian suatu peraturan perundang-undagygag
kewenangannya hanya terbatas pada kekuasaan kelna#lan tidak tercakup pengujian
oleh Lembaga legislatif dan eksekdtiPermohonan suatu pengujian undang-undang
terhadap UUD NKRI 1945 dapat diterima kedudulkaukumnyalégal standing di
hadapan Mahkamah, maka Pemohon haruslahak piyang hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan gden adanya undang-undang yang
mengatur tersebut. Alasan para pemohon mengaj#amohonan terhadap Mahkamah
Konstitusi dikarenakan para Pemohon mengajukase f@aganisasi Advokat yang diatur
dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan é8glR8 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3),
Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasgh®(1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal
11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan &8yaPésal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1),
ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayatPasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5),
Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasalya® (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5),
Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayaPé&bal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf
f, dan Pasal 5 ayat (2). Menurut para Pemohone f@ganisasi Advokat yang diatur
dalam pasal-pasal a quo memuat lebih dari satugpiaig sehingga bersifat ambigu atau
multi tafsir. Maka, muncul penafsiran keliru terda@rganisasi Advokat di kalangan

instansi pemerintahan atau di kalangan penguruar@egi Advokat dalam masyarakat.

°® Simamora, JAnalisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan diadliReview Di IndonesjgYogyakarta:
Mimbar Hukum, 2013) him. 388
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Pendapat keliru tersebut demikian juga muncul pagtxr 6 Surat Ketua Mahkamah
Agung Nomor 073/KMA/HK.01/1X/2015 tanggal 25 Septaen 2015.

Terkait dengan gugatannya yang telah diajukan peyajgdalam gugatannya,
maka Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstiis. 35/PUU-XV1/2018,
memberikan dasar pertimbangan diantaratfya :

* Menimbang bahwa permohonan a quo adalah meng@glleban frasa “Organisasi
Advokat” dalam UU Advokat, selanjutnya Mahkamah menimbangkan sebagai
berikut.

1) Bahwa substansi frasa norma Undang-Undang yang hdink@an pengujian
dalam permohonan a quo meskipun tersebar di bedbeesgal dan penjelasan UU
Advokat, akan tetapi pada pokoknya berkenaan a&sabgkut-paut dengan
organisasi advokat yang dianggap sebagai satuysatuwganisasi profesi advokat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Ulbkatyvyang berwenang
melaksanakan 8 (delapan) kewenangan yang ditentiddam UU Advokat;

2) Bahwa penyumpahan advokat yang dilakukan oleh REagaTinggi tanpa
mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokgtpeada saat ini secata
facto ada, tidak serta merta membenarkan bahwa orgamsdsar PERADI
dapat menjalankan 8 (delapan) kewenangan sebagaidigmtukan dalam UU
Advokat, akan tetapi semata-mata dengan pertimimatigak diperbolehkannya
menghambat hak konstitusional setiap orang termasgénisasi advokat lain
yang secarae factoada sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (2) U4b 19
yaitu hak untuk bekerja serta mendapat imbalan mtakuan yang adil dan
layak dalam hubungan kerja.

* Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya tidakpadsoalan konstitusionalitas
terhadap norma pasal-pasal yang diajukan penguwleh para Pemohon dalam
perkara a quo maka penegasan dari pendirian Mahlkaeraebut sudah menjadi
rujukan bahwa persoalan yang berkaitan dengan ikagishalitas organisasi advokat
sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU Advokat dgpamtelah selesai.

* Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbandgaygaenana diuraikan di atas,
dalil-dalil para Pemohon selain dan selebihnya lt@rhal lain, karena tidak relevan

dengan pokok permohonan para Pemohon, tidak digeattigkan.

10 salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU/X¥18
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* Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbandgaygaenana diuraikan di atas,

Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohorkd&lauhnya.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas, midledakamah Konstitusi
menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnyasé Mahkamah Konstitusi
bersifat mengikat, Sidang Pengucapan Putusan memnpthap akhir dalam proses
persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan didaksn dalam Sidang Pleno
terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikittdjuh) orang Hakim dan para pihak
berperkara. Putusan MK mempunyai kekuatan hukumgikansejak diucapkan dalam
Sidang Pleno terbuka.

B. Kewenangan Penerbitan Sertifikasi Profesi Advokat Oleh Organisasi Advokat

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasghtl(3 undangUndang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDumal945). Dalam suatu negara
hukum, penegakan hukum menjadi penentu tercapirtié tujuan kehidupan bersama
suatu bangsa. Dalam kerangka penegakan hukum, advokrupakan salah satu
penegak hukum berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UndangAgndomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat (UU Advokat) yang menyatakan advdierstatus sebagai penegak
hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukumpmkraturan perundang-undangan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, advokat goang) adalah ahli hukum yang
berwenang sebagai penasihat hukum atau pembelaraetikpengadilaf

Berdasarkan UU Advokat, salah satu bentuk jasarmukang diberikan advokat
adalah bantuan hukum (Pasal 1 angka 2 UU AdvoRatnberian bantuan hukum oleh
advokat merupakan kewajiban yang melekat secaranmidepada setiap advokat dalam
kedudukan advokat sebagai suatu profesi yang nofiicium nobilg¢. Pemberian
bantuan hukum oleh advokat bukan hanya dipandabhggae suatu kewajiban saja,
namun harus dipandang pula sebagai bagian danilosit dan tanggung jawab sosial
(social contribution and social liabilijydalam kaitannya dengan peran dan fungsi sosial

dari profesi advokal’

™ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahdsamus Besar Bahasa IndonesiAn{bon: Balai Pustaka, 2005) him. 10
Frans Hendra Winart®antuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Bedashiin (Jakarta: Elex Media
Komputindo Kelompok Gramedia, 2000), him. 104.
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Kewajiban untuk memberikan nasihat hukum, membarikaasa, perwakilan,
bantuan, pembelaan dan upaya hukum lainnya sesngad kepentingan hukum Klien
(tersangka atau terdakwa) dari profesi hukum taigbat dipisahkan dari asas persamaan
di hadapan hukum (kesetaraan di depan hukum) ddn A$asi Manusia dengan
Pengacara (akses terhadap bantuan hukum). Haksnias dengan ciri negara hukum
Indonesia menurut Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasgaid Republik Indonesia Tahun
1945, yang berarti segala sesuatu berdasarkan hudam melindungi hak asasi

manusia

Lahirnya profesi advokat di Indonesia sejak zamagnjgahan colonial
Belanda(pra kemerdekaan). Pada masa pasca kemamdedesistensi advokat mulai
tampak dengan adanya inisiatif membentuk organahsbkat melalui Seminar Hukum
Nasional pada tanggal 14 Maret 1963 yang kemuddmrldh Persatuan Advokat
Indonesia (PAI) sebagai sarana penyatuan profegolkat di Indonesia yang diketuai
Mr. Loekman Wiriadianata.

Pada era tahun 2000-an, pendirian advokat berkegnpesat bagaikan jamur di
musim hujan, terutama menjelang dan berlangsungeg@ahasan Rancangan Undang-
Undang Advokat di Dewan Perwakilan Rakyat Repubiittonesia (DPR RI). Muncul
nama organisasi advokat Indonesia, antara lainkétan Advokat Indonesia (IKADIN);
(2) Asosiasi Advokat Indonesia (AAl); (3) Ikatanrsihat Hukum Indonesia (IPHI); (4)
Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAP));S@rikat Pengacara Indonesia
(SPI); (6) Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKH(7) Himpunan Konsultan
Hukum Pasar Modal (HKHPM); (8) Asosiasi Pengacayaridh Indonesia (APSI), dan
lain-lain. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang BNiomd8 tahun 2003 Tentang
Advokat pada bulan April 2003, pada tanggal 8 Saptr 2005, pengurus organisasi
advokat tersebut, Ketua Umum dan Sekretaris Jelngaranembentuk dan mendirikan
Perhimpunan Advokat Indonesia (PERAEA).

Setelah mengalami proses legislasi akhirnya padmgtd 6 Maret 2003
Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Advokat ujisepemerintah dan Dewan

13 Sekar Inriani, Nurul Fitri Ramadhani, Fauziah Lsjfiungsi Peran dan Tanggung Jawab Profesi Advokat
Dalam Proses Peradilan Pidandyrnal Hukum: ADIL, Vol.13, No.2 (2022), HIm. 126

14 Tarantang JefryAdvokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik Dalam Pdagaian Sengketa Hukym
(Yogyakarta: K-Media, 2018), HIm. 60
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Perwakilan Rakyat untuk diundangkan. Pada tanggAb#®l 2003 lahirlah Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dengairnya Undang-Undang
tersebut, maka peraturan perundang-undangan petamggaman kolonial tidak belaku

lagi.t®

UU Advokat memberikan pengertian advokat sebagangryang berprofesi
memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luangpdilan yang memenuhi
persyaratan. Tahapan-tahapan untuk dapat diangkajach advokat, yakni; Mengikuti
Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA); Mengilujian Profesi Advokat (UPA);
Mengikuti magang di kantor advokat sekurangkuraag@y(dua) tahun secara terus-
menerus di kantor advokat; Pengangkatan dan SusAubavkat.

Selanjutnya setelah dinyatakan sebagai Advokat,oRkatv memiliki hak dan
kewajiban yang diatur dalam UU Advokat No. 18 TaR003 yaitu pada Bab IV tentang
Hak dan Kewajiban Advokat, Bab V tentang HonorariuBab VI tentang Bantuan
Hukum Cuma-Cuma, Bab VIl tentang Advokat Asing, BAD tentang Atribut, Bab IX
tentang Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat.

Suatu organisasi bisa dikatakan baik apabila osganitersebut dan organ
organnya dapat menjalankan fungsi dan perannyaaisdsmgan apa yang digariskan
maupun yang diatur oleh Undang-undang yang berlalalam hal ini khususnya
Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokamatark anggaran dasar dan

anggaran rumah tangga serta kode etik advokatiyatekat pada profesi tersebut.

Pada tanggal 7 April 2005 Perhimpunan Advokat Iresdte (PERADI) akhirnya
diperkenalkan kepada masyarakat. Dengan dibentuldB®ADI, maka wewenang
pembinaan dan pengawasan profesi Advokat sepenutiijslankan oleh PERADI.
Wewenang tersebut antara lain: (1) Melaksanakandigié@an khusus profesi Advokat;
(2) Pengujian calon Advokat; (3) Pengangkatan Advokd) Membuat kode etik; (5)
Membentuk Dewan Kehormatan; (6) Membentuk Komisndaevas; (7) Melakukan
pengawasan; dan (8) Memberhentikan Advokat. Daroges pendidikan, pengujian,
pengangkatan, pengawasan praktik sehari-hari, sgrautelah menjadi kewenangan

PERADI. Satu-satunya yang tidak menjadi wewenanga@sasi Advokat adalah

5 Ibid., him.66
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Pengangkatan Sumpah Advokat yang dilakukan olehgd&iian Tinggi di bawah
Mahkamah Agung.

Pecahnya wadah tunggal PERADI kemudian di perpatahgan tindakan
Mahkamah Agung yang menerbitkan Surat KMA No. 73AKMK.01/1X/2015. Ketua
Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali menerbitkan SuraKMA No.
73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 20&8ait kewenangan Pengadilan
Tinggi (PT) dalam penyumpahan advokat. Surat KMA M8/KMA/ HK.01/1X/2015
memberikan kewenangan bagi pengadilan tinggi umhényumpah advokat yang

memenuhi syarat dari organisasi advokat manapun.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XVI/2018 upakan permohonan
uji konstitusionalitas frasa “Organisasi Advokatlaim ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal
2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) hurBfkal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasala0(4) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat
(1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 @yaPasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4),
ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayatajfgt (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayata§@t (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1)
[sic!], Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal @8, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f dan
Pasal 5 ayat (2) UU Advokat. Dengan kata lain, Fenomenguji konstitusionalitas
keseluruhan frasa “Organisasi Advokat” dalam UU ékht. Menurut para Pemohon,
frase Organisasi Advokat yang diatur dalam passéipa quo memuat lebih dari satu

pengertian sehingga bersifat ambigu atau multirtafs

Majelis Hakim dalam pertimbangannya, menimbang [@hyersoalan
konstitusionalitas organisasi advokat sebagaimanaksudkan dalam Pasal 28 ayat (1)
UU Advokat sesungguhnya telah selesai dan telabrtthpbangkan secara tegas oleh
Mahkamah, yakni PERADI yang merupakan singkatarro(@k) dari Perhimpunan
Advokat Indonesia sebagai organisasi advokat yaegupakan satu-satunya wadah
profesi advokat (vide Putusan Mahkamah Konstitusosmir 014/PUU-IV/2006
bertanggal 30 November 2006)

1 |usia Sulastri dan Kurniawan Tri WibowoMeérajut Sitem Keorganisasian Advokat di Indoneésia
(Ponorogo, Gracias Logis Kreatif, 2021), him. 103

1215



;- HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 7 Nomor 4, 2023

Bahwa penyumpahan advokat yang dilakukan oleh Ri#agaTinggi tanpa
mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokagt pada saat ini secade facto
ada, tidak serta merta membenarkan bahwa organgiaduar PERADI dapat
menjalankan 8 (delapan) kewenangan sebagaimamautiée dalam UU Advokat, akan
tetapi semata-mata dengan pertimbangan tidak disdrkannya menghambat hak
konstitusional setiap orang termasuk organisasoleatvlain yang secarde factoada
sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (2) UUD 1946 Wiak untuk bekerja serta

mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan ldgédm hubungan kerja.

Oleh sebab itu, pengusulan sumpah Advokat merupligian dari 8 (delapan)
Wewenang Organisasi Advokat yang telah diberikapale PERADI. Dengan
demikian, satu-satunya Organisasi yang berhak umhgngusulkan penyumpahan
Advokat hanyalah PERADI. Organisasi selain PERAMMak berwenang untuk
mengusulkan sumpah Advokat karena tidak berhakkuntenjalankan 8 (delapan)
wewenang pembinaan dan pengawasan Profesi Advokat.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyadhwd keputusan Mahkamah
Konstitusi ini merupakan upaya Mahkamah Konstituguk mengubah dan memberikan
keadilan kepada para pencari keadilan atas mabkaklm yang terjadi di masyarakat.
Mahkamah Agung tidak seharusnya untuk memihak asganadvokat yang bermasalah
tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014HNJPIO06 secara tegas
menyatakan, yakni PERADI yang merupakan singkatkmo(im) dari Perhimpunan
Advokat Indonesia sebagai organisasi advokat yaegupakan satu-satunya wadah
profesi advokat. PERADI adalah satu-satunya lemlyagg memiliki wewenang untuk
mengawasi pendidikan dan pelatihan advokat, memkerdewan kehormatan,
mengangkat dan memberhentikan advokat, dan melakuigan profesi. Namun,

lembaga tersebut tidak memiliki wewenang untuk niemgah calon advokat.

Pengusulan Advokat yang diajukan Organisasi Advekédin PERADI itu tidak
dapat dimintai pertanggunjawaban secara hukum asknasisi melalui gugatan tata usaha
negara, sebab kedudukan Organisasi Advokat seldfRAPI itu bukanlah
sebagaindependent statergan layaknya PERADI, melainkan hanya badan hukum
privat biasa sehingga tidak dapat digugat di Pelegad’ata Usaha Negara. Namun

perbuatan bertindak seolah-olah sebagai pemangkuenmang itu senyatanya masuk
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sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dimgadanggungjawaban secara
pidana maupun perdata. Dari segi hukum pidana, ysetgn sumpah Advokat tanpa
wewenang itu masuk sebagai perbuatan yang memakaa palsu atau martabat palsu
sebgaimana diancam dalam pasal 378 KUHP. R. Sadsddon bukunya menjelaskan

bahwa unsur-unsur perbuatan ini antara lain :

1) Membujuk orang supaya memberikan barang, membaaguttau menghapuskan
hutang;

2) Maksud pembujukan itu adalah hendak menguntungkasehdiri atau orang lain
dengan melawan hak;

3) Bujukan itu dilakukan dengan : a. Nama palsu; balAlerdik d. Karangan perkataan
bohong. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksighgan “Nama Palsu”

bermakna bukan namanya sendiri.

Dengan demikian, tindakan mengusulkan sumpah Advokeh Organisasi
Advokat selain PERADI senyatanya melanggar keteninia Selebihnya, PERADI dan
para pihak lainnya yang merasa dirugikan atas pésbupengusulan sumpah tanpa
wewenang itu dapat pula memintakan pertanggunghbawaecara hukum perdata
melalui gugatan perbuatan melawan hukum sepanjapgtddibuktikan hubungan
sebab-akibat atas kerugian yang diderita tindakanygmpahan tanpa wewenang

tersebut.

Maka, segala tindakan yang dilakukan Oleh Organfsagokat selain PERADI
yang seolah-olah menjalankan salah satu dari &gda) wewenang PERADI yang
diberikan oleh Undang-Undang Advokat, termasukalachnya mengusulkan Sumpah
Advokat kepada Pengadilan Tinggi, adalah perbuatelawan hukum yang merugikan
PERADI selaku satu-satunya Pihak yang berhak atagewang tersebut. Perbuatan itu
dapat dimintai pertanggungjawaban dalam ranah hulRidana maupun perdata.
Sementara dari ranah hukum Administrasi, tindakangydilakukan oleh Organisasi
Advokat selain PERADI itu tidak dapat diakui seba@arbuatan Hukum Administrasi,
sebab Organisasi selain PERADI itu tidak memililkewenang hukum publik untuk
melakukan tindakan tersebut.
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KESIMPULAN

Ratio decidendyang termuat dalam pertimbangan hukum hakim dalaetu putusan
merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukatu mari suatu putusan pengadilan.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XVI/2018a&ér dengan sengketa Organisasi
Advokat, bahwa secara konstitusionalitas organisaiiokat sebagaimana dimaksudkan
dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat telah dipertingkan secara tegas oleh Mahkamah,
yakni PERADI yang merupakan singkatan (akronim) @arhimpunan Advokat Indonesia

sebagai organisasi advokat yang merupakan satnysatvadah profesi advokat.

Kewenangan Organisasi Advokat sebagai pejabat Ipiésuer sertifikasi profesi
advokat telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003tdmm Advokat. Wewenang pembinaan
dan pengawasan profesi Advokat sah menurut UU Aalvdikaksanakan oleh PERADI.
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